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RINGKASAN
EKSEKUTIF

Mengaau pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2020-2024dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang mengalami perubahan sebanyak
3 (tiga) kali dikarenakan adanya AoutomaticAdjustment (AA) dan pengesahan Rencana
Strategis Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 20262024.

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI

TAHUN 2022

ANGGARAN

Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, yaitu ? 3 | Ub UNUE Oa E wPemdliitaban lyaDdBak
EEQuw! I, ymtg Br'bagi menjadi 3 (tiga) indikator kinerja program yang ditetapkan
ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan capaianseperti pada Tabel 1berikut ini:

Tabel 1. CapaianKinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 202

Sasaran . S S
No. Indikator Kinerja Target Realisasi

Program/Kegiatan

2) |
1. [Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintahan

lyang Baik dan Bersih di
Sekretariat
Kementerian/
Sekretariat Utama

Persentase
(%)

@ ® (6=5/4)
Nilai Reformasi 79 79,73 100,92
Birokrasi (RB)
Nilai Sistem n.a n.a n.a
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik (SPBE)
Nilai Maturitas 34 3,61 106,17

Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP)
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Pada Tahun 2022, Skretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat

Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperoleh capaian sebesar 95,41%
seperti yang terlihat pada Grafik 1 (Perbandingan Pagu dan RealisasiAnggaran di Tahun

2021 dan Tahun 2022) yang memperlihatkan adanya penurunan nilai anggaran dan

realisasi di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,45%. Hal ini
dikarenakan adanya beberapa revisi DIPA yang menyebabkan terjadinya perubahan

jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran kegiatan, serta masih tingginya
deviasi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran

Grafik 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Kementerian/SekretariatUtama Tahun
2021-2022

TAHUN 2021 PAGU TAHUN 2021 REALISASI OTAHUN 2022 PAGU OTAHUN 2022 REALISASI

L] | | — ; mn

Biro Komunikasi Biro Umum, Biro PerencanaanBiro Sumber Daya Pusat Data dan
Hukum, dan dan Keuanga \ Penge an Sistem Informasi
i Sumbe
W ETIVES
Ekonomi Kreatif
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Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwaisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022
tentang Rencana StrategisKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah ditetapkan pada 7 Oktober 2022.
Perubahan dikarenakan adanya perkembangan kondisi internal maupun eksternal
dan berbagai perubahan kondisi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan
RencanaStrategisantara lain:

a. Kondisi pandemi COVID -19 di era Disruptive, Volatility, Uncertainty, Complexity,
Ambiguity (DVUCA) vyang menyebabkan perubahan proyeksi pemulihan
pariwisata oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTQO) dan
berdampak pada perubahan kebijakan saat pandemi menjadi sebuah tantangan
sekaligus kendala dalam pencapaian target Kemenparekraf/Baparekraf,
sehingga dibutuhkan penyesuaian target yang reasonabledan terukur untuk
pemulihan pasar pariwisata di masa pandemi yang bisa diakomodasi dalam
RencanaStrategis.

b. Adanya refocusinganggaran atau Automatic Adjustment(AA) sebagai salah satu
dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan
pemulihan ekonomi nasional yang menyebabkan perubahan pada target yang
akan dicapai oleh Kemenparekraf/Baparekraf.

c. Dalam rangka mendukung Arah PembangunanNasional dalam sektor pariwisata
yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJIJMN) Tahun 20202024 dan mandat dari Undang -Undang (UU) Nomor 24

%APORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022
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Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf telah

melakukan penyusunan RPP yang saat ini tengah berproses untuk
pengesahannya oleh Presidententang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang
Ekonomi Kreatif. Oleh karena itu, perlu dibentuk Badan Layanan Umum (BLU)
terkait di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf sehingga perlu dimasukkan
dalam kerangka kelembagaan Rencana Strategis untuk mendukung Skema
Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dan/atau Sistem PemasaranProduk
Ekonomi Kreatif BerbasisKekayaan Intelektual.

d. Perkembangan iswisu terkini yang diakomodasi dalam Rencana Strategis
Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf seperti penyelenggaraan event World
SuperbikeNSBK), MotoGPdan Presidensi G20 yang berdampak padapemulihan
pariwisata dan ekonomi kreatif di masapandemi. Selainitu, penciptaan kluster
pusat unggulan ekonomi kreatif sesuaiRPJMN melalui program pengembangan
DesaKreatif yang merupakan inisiatif baru perlu diakomodasi dalam Rencana

Strategis Perubahan.

Perubahan Renstra ini sekaligus sebagai upaya Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama dalam merevitalisasi arah kebijakan dan strategi
guna menjawab perubahan lingkungan strategis yang terjadi, khususnya dalam
rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang berdampak serius
terhadap dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Khususnya pada proses
administrasi yang dalam hal ini merupakan tugas dari Sekretariat

Kementerian/Sekretariat Utama.

p S—

g
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A.l. Visi dan Misi

VISI SEKRETARIAT KEMENTERIAN/
SEKRETARIAT UTAMA

“Birokrasi Kemenparekraf/

Baparekraf yang
Profesional, Akuntabel,
Efektif, dan Efisien.”

MISI SEKRETARIAT KEMENTERIAN/
SEKRETARIAT UTAMA
\ l

Menyelenggarakan Reformasi
y Birokrasi

Hemenparekraf/Baparekraf yang
Selaras dengan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Nasional™

VisI
KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF

“Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya
Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam
Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri da
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

i

Gambar 1. Visi Misi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Sumber: Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Perubahan Tahun20202024

Sekretariat  Kementerian/Sekretariat Utama berkomitmen penuh dalam
mendorong perubahan positif menuju birokrasi berkelas dunia melalui
implementasi area perubahan Reformasi Birokrasi dengan berdasarkan pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024,yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel bermakna penyelenggaraan birokrasi
nasional dengan tingkat perilaku korupsi yang rendah, mengimplementasikan
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengelolaan keuangan

yang berkualitas.

EAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022
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2. Birokrasi yang kapabel bermakna penyelenggaraan birokrasi dengan

kelembagaan yang fit dengan kebutuhan strategi, pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendorong kinerja organisasi dan
didukung oleh ASN yang profesional.

3. Pelayanan publik yang prima bermakna bahwa organisasi memberikan layanan
yang tepat kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan. Pelayanan publik
diberikan berdasarkan atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
regulasi yang berlaku dengan memperhatikan kualitas layanan.

Ketiga sasaran tersebut dicapai melalui implementasi 8 (delapan) area

perubahan, yaitu:

PENATAAN
ORGANISASI

PENGUATAN
AKUNTABILITAS

PENATAAN SUMBER
DAYA MANUSIA
APARATUR

@

PENGUATAN PENINGKATAN
PENGAWASAN KUALITAS LAYANAN
PUBLIK

Gambar 2. Delapan Area Perubahan
Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020
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A.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang
selanjutnya disebut Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah unsur
pemimpin yang bertanggung jawab dan berada di bawah kepemimpinan
Menteri. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas dan

fungsi yang dapat dilihat pada gambar sebagaiberikut:

. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memounya tugas
T U G As - menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
g

o FUNGSI :

"

pemberian, dukungan admnistrasi kep seluruh
Kementrian/Badan

organi i di

“
pembinaan dan
penataan organisasi

e f k4

Gambar 3. Tugas dan Fungsi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021
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Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Sumber: PeraturanMenteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama didukung oleh 4 (empat) Unit
Eselonll dan 2 (dua) Unit Pusat, serta6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Perguruan
Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP), yaitu sebagai berikut:

1) Biro Umum, Hukum dan Pengadaan

Pengelolaan pengadaan, pembinaan,
pelaksanaan, pendampingan,
konsultasi dan bimbingan teknis

Pembinaan dan
pemberian Penyiapan bahan: Pelaksanaan
dukungan di bidang: pengelolaan:

penyiapan bahan Pelaksanaan Barang/Jasa,Layanan pengadaan

tata usaha
pimpinan,rumah
tangga,perlengkapan,
protocol,urusan
dalam,dan kearsipan;

rapat pimpinan secara elektronik,pembinaan SDM

pengelolaan barang
dan Kelembagaan

milik negara

Koordinasi dan
penyusunan peraturan Pelaksanaan urusan:
perundang-undangan:
Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan informasi
hukum,naskah kerja sama,penelaahan hukum;

Pelaksanaan Urusan
administrasi Biro

Gambar 5. Fungsi Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan
Sumber: PeraturanMenteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021
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2) Biro Perencanaandan Keuangan

Kepala Biro Perencanaan dan

Gambar 6. Fungsi Biro Perencanaandan Keuangan
Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

3) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Gambar 7. Fungsi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022



4) Biro Komunikasi

Penyiapan pembinaan dan
pemberian dukungan Pelaks:;na::::;l:unga "
dibidang informasi publik sy

Pelakasanaan produksi konten
Pelaks:;:':;n;elola terkait informasi produk kebijakan ':::m;::::;; n
dan program

Gambar 8. Fungsi Biro Komunikasi
Sumber: PeraturanMenteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

Unit Pusatyang bertanggungjawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama adalah sebagaiberikut:

1) Pusat Data dan Sistem Informasi

‘!
= ’

Gambar 9. Fungsi Pusat Datadan Sistem Informasi
Sumber: PeraturanMenteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 202




2) Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Gambar 10. Fungsi Pusat Pengembangan SDMParekraf 2022
Sumber: PeraturanMenteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama selain membawahi Biro -Biro dan
Unit Pusatyang bertanggungjawab kepada Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf,
juga melakukan pembinaan kepada 6 (enam) Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata
(PTNP) melalui Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
adalah sebagaiberikut:

Politeknik Pariwisata NHI Bandung
Politeknik Pariwisata Bali
Politeknik Pariwisata Lombok
Politeknik Pariwisata Medan

Politeknik Pariwisata Palembang

2 S o A

Politeknik Pariwisata Makassar

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 202
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Dalam melaksanakan tugas, PTNP memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Menyelenggarakan pendidikan vokasi dibidang pariwisata

1 2. 3. 4.

Penyusunan Penyelenggaraa Pelaksanaan ———
rencana dan n pendidikan B e administrast
vokasi dibidang pengabdian akademik dan
program kepariwisatasn kepada kemahasiswasn
pendidikan masyarakat

5. 6. 7. 8.

PNT I — Pengembangan [ — o — Pelskssnasn
administrasi :'_";'.:"M pengawasan sivitas evaluasi dan
ummum e : o internal akademika N ——
utu

Gambar 11. Tugas dan Fungsi Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP)
Sumber: Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat

Utama serta PTNP tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini, yaitu:

Sumber Daya Manusia di Lingkungan Setmen/Settama Tahun 2022

| | — P P —

Biro Komunikasi Biro Biro Sumber Biro Umum, Pusat Data dan Pusat
Perencanaan Daya Manusia Hukum dan Sistem Pengembangan
dan Keuangan dan Organisasi Pengadaan Informasi Sumber Daya
Manusia
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

PNS ™ Non PNS

Grafik 2. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 202

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022
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Secarakuantitas, Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan memiliki sumber
daya manusia yang paling banyak dan yang paling sedikit adalah sumber daya
manusia dari Pusat Data dan Sistem Informasi. Dari sisi non PNS, Biro Umum,
Hukum dan Pengadaan juga lebih banyak dikarenakan untuk tenaga keamanan
dan pengemudi berada pada Biro tersebut. Lebih jelasnyagambaran persentasedari

masing-masing unit eselonll (Aparatur Sipil Negara) terlihat pada grafik di bawah
ini:
Sumber Daya Manusia di Lingkungan Setmen/Settama Tahun 2022
(Aparatur Sipil Negara)
m Biro Komunikasi
H Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisasi
H Biro Umum, Hukum dan Pengadaan

m Pusat Data dan Sistem Informasi

Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Grafik 3. Sumber Daya Manusia SekretariatKkementerian/Sekretariat Utama TA 202

SDM Setmen/Settama melalui Tingkat Pendidikan Tahun
2022

50
0 —— e e N sn

SD SLTP SLTA D.I DI DIV S.1 S.2 S

Biro Komunikasi

Biro Perencanaan dan Keuangan

B Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Biro Umum, Hukum dan Pengadaan

Pusat Data dan Sistem Informasi

Grafik 4. Sumber Daya Manusia Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 202

EAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 202
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Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP) sebagaibagiantugas pembinaan dalam
rangka meningkatkan sumber dayamanusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif .
Sumber daya manusia (SDM) yang ada di UPT tersebut tergambar pada grafik di

bawah ini:

SDM PERGURUAN TINGGI NEGERI PARIWISATA
(APARATUR SIPIL NEGARA)

Politeknik
Pariwisata Bali
28%

Politeknik
Pariwisata NHI
Bandung |
33%

Politeknik
Pariwisata
/_ Lombok
6%
Politeknik Politeknik
Pariwisata Pariwisata
Medan Makassar
12% 16%

Grafik 5. Sumber Daya Manusia UPT PTNP TA 202

C. M ANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Rencana StrategisPerubahan
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020t 2024yaitu Terwujudnya
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan  Bersih.  Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama diamanatkan untuk mendukung tujuannya dalam
indikator sasaranprogram,yakni:

a. Nilai Reformasi Birokrasi;
b. Nilai SistemPemerintahan BerbasisElektronik (SPBE);dan

c. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022



wonderful p), > B
mndonesia

Mandat dan Peran Strateqis

Arah  kebijakan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)
Kemenparekraf/Baparekraf sesuai dengan Sasaran Strategis (SS) NomoB dan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)Nomor 16yaitu Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Strategi yang dilakukan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kemenparekraf/Baparekraf adalah memgoptimalkan pelaksanaan8 (delapan) area
perubahan reformasi birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf. Strategi ini tertuang
dalam kegiatan strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama sebagai

berikut :

=

PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

1.Pelaksaan progam
pengembangan
PENINGKATAN LAYANAN kompetensi melalui

sums:ngnvnmnuumnnu e

RGANISASI pelatihan PEMINGKATAN
1 Peni el e el LAYANAN DATA DAN
s i e DA Pt SISTEM INFORMASI
Pariwisata dan Ekonomi
SaiiE: 1.Data Parckraf
2. Pembinazan BETNE 2 Big data analitik

or Parekraf
Layanan
uktur teknolagi

KEGIATAN STRATEGIS :
= SEKRETARIAT = '
............................. KEMENTERIAN/KEMENTE === s sooooooceoe]

PENINGKATAMN
PENGEMBANGAMN DAN
[EAFANAN KOMUNIKASI RN
PENINGKATAN
l.Inovasi informasi LAYANAN UMUM , 1. Peningkatan
publik HUKUM ., DAN |— akuntabilitas kinerja
PENGADAAN l% 2. Peningkatan kualitas

2 Penguatan relasi
di d i " - _ laporan keungan
media dan Pe atan kualitas R D e e e g
komunitas = tunjangan satker pusat
3. Transformasi
produksi isi pesan
4 Optimalisasi

digital media 3.L-a'_ranan pengadaan
barang dan jasa

negara.
dan layanan

Gambar 12. Kegiatan Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022
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Di tahun 202 Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menghadapi

beberapaisu-isu/peristiwa utama, antara lain:

1. Adanya  refocusing

anggaran dan

realokasi

belanja

Sekretariat

Kementerian/Sekretariat Utama untuk mendukung percepatan pemulihan

ekonomi nasional yang menyebabkan perubahan pada target yang dicapai oleh

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;

Tabel 3. Perubahan Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 202

Kode

4299

Unit Kerja

Peningkatan Layanan Sumber Daya
Manusia dan Organisasi

Awal

19.270.000.000

Perubahan 1

19.270.000.000

Perubahan 2

19.170.000.000

Perubahan 3

19.170.000.000

Perubahan 4

19.170.000.000

Perubahan 5

19.170.000.000

Perubahan 6

11.178.412.000

4300

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

20.000.000.000

20.000.000.000

19.444.000.000

19.444.000.000

19.444.000.000

19.444.000.000

14.330.785.000

4301

Peningkatan Layanan Data dan Informasi

44.387.000.000

44.387.000.000

44.287.000.000

44.287.000.000

44.287.000.000

44.287.000.000

32.488.938.000

5324

Peningkatan Layanan Komunikasi Publik

60.000.000.000

60.000.000.000

59.900.000.000

59.900.000.000

59.900.000.000

59.900.000.000

52.179.647.000

5325

Peningkatan Layanan Administrasi Umum
dan Hukum

218.241.828.000

200.918.828.000

202.274.828.000

202.274.828.000

202.274.828.000

204.055.882.000

189.021.872.000

5326

Pengembangan Perencanaan dan
Keuangan

Jumlah

256.582.411.000

256.582.411.000

256.582.411.000

252.342.411.000

250.459.240.000

250.459.240.000

247.497.966.000

618.481.239.000 601.158.239.000 601.658.239.000 597.418.239.000 595.535.068.000 597.316.122.000 546.697.620.000

2. Pembinaan dan pembekalan pengembangan karir Jabatan Fungsional (JF)

bersama dengan Instansi Pembina JF serta pembentukan darpenguatan Tim

Penilai Instansi setiap JF;

3. Penyelenggaraan Beasiswa Rintisan Gelar Pasca Sarjana, Diklat Teknis dan

Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

4. Pengelolaan Komunikasi

Pemerintah;

Krisis dan Peningkatan Kerjasama Dengan Mitra

5. Peningkatan PR-Ing Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf di dalam dan luar

Negeri;

6. Peningkatan Layanan Penyusunan Produk Hukum dan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum (JDIH) serta LayananBantuan Hukum; dan

7. Peningkatan Kualitas Pengadaan Langsung kepada Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM).

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022
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Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat

Utama adalah sebagaiberikut:

a. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tugas, fungsi, struktur organisasi dengan
penekanan kepada peran strategis organisasi serta permasalahan utama

(strategicissued yang sedang dihadapi organisasi.

b. PerencanaanKinerja

Padababini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022
C. Akuntabilitas Kinerja

Padabab ini diuraikan target dan capaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat

Utama Tahun 2022

d. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masamendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

%LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 202



wnnderful

BraaNII NGBNEINIdd 11 888

KEMENTERIAN PRRIVISATA DAN EKONOMI KREATIF/BROAN PARIVISATA DAN EKONONI KREARTIF

GEDUNG SAPTR PESONA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17 JAKARTA PUSAT

Kementerian Parivwisata

@ www. kemenparekraf.go.id Q 08118956767 dar Ekonomb Kreatif

@ @kemenparekraf.ri o Kemenparekraf O Kemenparekraf



‘wonderful B “
mdonesia |

BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A . RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

A.l. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat
Utama

Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020
2024 menerapkan beberapa tujuan dan sasarar
strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat
Utama. Menyesuaikan perubahan dalam Renstra
Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf yang Meningkatnya kualltas'
telah disahkan pada tanggal 7 Oktober 2022 pelaksgnaan FEElEt]

_ _ _ Birokrasi Kemenparekraf/
Sasaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat

Baparekraf
Utama adalah sebagai berikut:

Gambar 13. Tujuan Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama

22 w21 OUC 2ow. 1 ONE
31 UPUNUE (

Ny Terwujudnya Tata
111 OUOEUDuU

Kelola Pemerintahan

*\I QI O X\E‘ U‘I, yang Baik dan Bersih
'ExEUI OUEI di Sekretariat

l PUOOUEU Kementerian/

/] Ui 1 UDC Sekretariat Utama
2 Dhulru 2 AUl

Gambar 14. Sasaran StrategisSekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Semula-Menjadi
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Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap

sasaran strategis dan kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis dan Indikator di bawabh ini, yaitu:

Tabel 4. Sasaan Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariatkementerian/Sekretariat
Utama TA 202

1. | Terwujudnya Tata Kelola | 1. Nilai ReformasiBirokrasi (RB) 79
Pemerintahan vana Baik | 2- Nilai Sistem Pemgrintahan n.a
yang BerbasisElektronik (SPBE)

dan Bersih di Sekretariat — . _

. : 3. Nilai Maturitas Sistem 34
Kementerian/Sekretariat Pengendalian Intern Pemerintah
Utama (SPIP)

Pada tahun 2022, indikator Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
tidak dilakukan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Penilaian indikator ini hanya dilakukan 2 (dua)
tahun sekali dan tahun antara mengevaluasi pelaksanaan tahun 2021yang mendapat
OPOEDPwW EIT O EOw x Gdrt& medyiapkan spEndaiab txahum 2023. Namun
berdasarkan surat KemenPANRB nomor B/504/KT.03/2022 perihal Pelaksanaan
Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 202, Kemenparekraf/Baparekraf merupakan
salah satu lokus pemantauandengan skema tahapan penilaian mandiri (tanpa interviu
dan visitasi) dikarenakan nilai yang didapat pada tahun 2021 hanya mendapat

xUl EDPOEUwWs EUOUxz 6 w

A.2. Program dan Kegiatan

Untuk me ncapai sasaran strategis yang telahditetapkan tersebut, Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diturunkan

dalam beberapa kegiatan, yaitu:

.‘;_
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A. Menyederhanakan birokrasi
melalui efisiensi organisasi.

B. Deregulasi kebijakan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan
publik Baparekraf.

G.Meningkatkan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di lingkungan
Kemenparekraf/Baparekraf

H.Mengelola sarana dan prasarana
aparaturberkualitas

C. Deregulasi kebijakan dalam gl

kualitas pelayanan publik Baparekraf

D.D. i kebijak dalam i ol tl

kualitas pelayanan publik Baparekraf

1. Menyelenggarakan Pengembangan ASN
Kemenparekraf/Baparekraf berbasis
kompetensi
J. Meningkatkan kualitas pendidikan dan

pelatihan vokasiParekraf

E. Melakuk P indset dan cul

set menuju birokrasi professional

F. Meningkatkan kualitas pelayanan
publiksecara berkesinambungan

K. Meningkatkan tata Kelola TIK dalam
memberikan layanan data dan informasi

P af

L. Meningkathk
publik dan layanan krisis kepariwisataan
nasional

M. Optimasi layanan internal
Kemenparekraf/Baparekraf
berorientasi pada prioritas

kebutuhan

Gambar 15. Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimulai dari mereviu ulang hal-hal yang
telah dilakukan sebelumnya di tahun 2021 termasuk dokumen Renstra

Kemenparekraf/Baparekraf ~ Tahun 2026204 dan  Renstra  Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 20202024 serta memperhatikan apa yang
akan dilakukan dan direncanakan dalam dokumen Renstra Perubahan
Kemenparekraf/Baparekraf dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun
20202024 yang telah disusun, rencana kerja tahun sebelumnya dan arahan
pimpinan/kebijakan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Dokumen Renja kemudian digunakan sebagai dokumen panduan kegiatan
yang merefleksikan target, volume dan anggaran yang digunakan serta menjadi
target pelaksanaan kerja di tahun berjalan. Adapun fungsi lain dari dokumen Renja
adalah sebagairevisi atasdokumen rencanayang telah dituangkan dalam Renstra.
Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan, kebijakan, atau kondisi eksternal dan
internal yang mungkin berubah atau berbeda dengan kondisi pada saat penetapan

Renstra.

—_—

s
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Dokumen Renjaselanjutnya disusun ke dalam PenganggaranBerbasisKinerja

(PBK) yang penerapannya di Kemenparekraf/Baparekraf dituangkan ke dalam:

B.1. Renstra Perubahan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Tahun 20202024

Rencana Strategis (RenstraPerubahan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun
20202024 telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Menparekraf/Kepala
Baparekraf Nomor 11 Tahun 2022 tentang Renstra Kemenparekraf/Baparekraf
Tahun 20202024 yang telah disahkan pada tanggal 7 Oktober 2022. Adapun
berbagai perubahan tersebut memerlukan penyesuaian kondisi Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama untuk menyusun kembali (reviu) Renstra
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang dipengaruhi oleh kondisi
antara lain: Pendukungan percepatan pemulihan ekonomi nasional yang
menyebabkan perubahan pada target yang dicapai oleh
Kemenparekraf/Baparekraf dan Perkembangan isu-isu terkini yang perlu
diakomodir dalam Renstra Kemenparekraf/Baparekraf seperti penyelenggaraan
kegiatan (event$: World Superbike (WSBK), MotoGP, dan Presidensi G20 yang
berdampak pada pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi
COVID-19. Selain itu, penciptaan kluster pusat unggulan ekonomi kreatif sesuai
RPJMN Tahun 20262024 melalui program pengembangan Desa Kreatif yang

merupakan inisiatif baru s ehingga perlu diakomodir dalam Renstra Perubahan.

Renstra Kemenparekraf/Baparekraf Perubahan Tahun 20202024 sebagai
upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan mempertajam kembali tujuan,
sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan
Kemenparekraf/Baparekraf. Renstra perubahan diharapkan menjadi pedoman
bagi seluruh unit dalam Kemenparekraf/Baparekraf untuk menyusun program
kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sampai tahun 2024

mendatang, sesuai dengan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja

.‘_'
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(SOTK) Kemenparekraf/Baparekraf terbaru dan dinamika pembangunan sektor

pariwisata dan ekonomi kreatif saatini.
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MENTERI i/ \
KEPALA BADAN DAN

REPUBLIK INDONESLA

SALINAN
PERATURAN MENTERI PARTWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARTWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESILA

NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PARTWISATA DAN EKONCMI KREATIF/
BADAN PARTWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARTWISATA DAN EEONOMI KEREATIF/
KEPALA BADAN PARTWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REFPUELIK INDONESLA,

Menimbang a  bahwa dengan telah  diundangkannys —Peraburan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019

Kreatif dan Nomor 84

tentang

Tahun 2021 temtang Indul

Pariwisata Nasional Lombol-Gili Tramena Taman 2020

2024 serta umtul sasaran

indilcator, dan target indiletor lonerja pada Rencana
dan

Kreatif/Badan Pariwisata den Ekonomi Kreatif, perlu
dilaloulan  penyesusian

rencana

i dan  Elo i Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024;

. bahwa dalam Pes Menteri Pari dan
Ekonomi Kreatif/Kepala Badsn Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN ;
%‘ﬁgﬂﬁ digants _ ) SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Kreatif,
Pariwisata dan Elconomi Kmaur takhun 2020-2024 sudah
dan

Menter:l‘;'r:nr':i::; dan l;l’nnmcmﬂ rcreeﬁf,rxep:]:mm TAHUN 2020 - 2024

i tentang Rencana
Kementerian Panwisata dan Ekonomi Kreatif/
Mengingat : 1. Pasal 17 ayst (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tahun 1945;

Gambar 16. Renstra PerubahanKemenparekraf/Baparekraf (kiri) dan Renstra Perubahan
Sekretariat Kementerian/Sekreatariat Utama (kanan)

B.2. RencanaKinerja (Renja) Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan tahun 2022,
penyusunan RencanaKerja 202 Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022 yang
disusun pada tahun 2021 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan

penjelasan sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan Rencana Kerja

Tahapan penyusunan Rencana Kerja, telah disusunnya timeline yang
merupakan turunan dari PP 40/2006dan PP 90/2010tentang penyempurnaan
siklus perencanaandan penganggaran nasional. Sebagaimanaamanat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan
Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

telah diserahkan ke Daerah sebagabagian integral dari pembangunan nasional.

APORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022
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Sejalandengan hal tersebut, pencapaiantarget pembangunan nasional pun harus
dilakukan bersama dengan dukungan dan komitmen semua tingkat
pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya dalam tahapan
Musrenbangnas yang merupakan acaratahunan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah untuk merencanakan pembangunan tahun depan. Saatini akan
membahas mengenai rencanapembangunan tahun 202. Pembangunanini tidak
hanya untuk pusat tetapi juga rencana pembangunan di daerah dimana Biro
Perencanaandan Keuangan akan membahas terkait program kegiatan dengan

Bappenas danPemerintah Daerah.

Alur Perencanaan dan Penganggaran
—

Pedoman. ;
Renstra ‘Renja- Rincian
KL APBN

KL

Pedoman ] Diacu I

Dijabar
Pedoman
RPJP RPJM kan__, RKP

Nasional Nasional

A

.
o

Diacu Diperhatikan }§ EDiscrasikan melalul Musrenbang

v

RPJP Pedoman = RPJM
Daerah Daerah

RAPBD =—#* APBD

5o

i

Pedoman D ®

> =

=

Featan aqi RKA Rinci g

Renstra nja- - incian =
SKPD SKPD SKPD APBD

Gambar 17. Siklus Perencanaandan PenganggaranNasional

Penyusunan Renja dan Pagu Indikatif tahun Y disusun pada awal tahun Y -1
(dimulai  sekitar bulan Februari-Maret tahun sebelumnya) dengan
memperhatikan penyerapan anggaran pada tahun Y-2 dan alokasi anggaran
yang diberikan pada tahun Y-1. Proses penyusunan Renja
Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022 dilakukan dengan menerapkan aplikasi

SAKTI yang dibuat oleh Kementerian Keuangan.
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2. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam kondisi keuangan negara yang terbatas, Kemenparekraf/Baparekraf
berusaha menjamn bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan digunakan sebesar
besarnya untuk kemakmuran rakyat yang dilaksanakan secaraefektif, efisien,

dan akuntabel.

RKA-KL menjadi acuan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. RKA-
K/L Kemenparekraf/Baparekraf disusun dengan memperhatikan prinsip value for
moneydan penuangan kebijakan-kebijakan yang implementatif sehingga tercipta
anggaran yang efektif, efisien, dan kredibel. Oleh karena itu, penyusunan RKA -
K/IL merupakan salah satu bagian terpenting dalam siklus anggaran.
Penyusunan RKA-K/L dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan,
yaitu Penganggaran Terpadu (Unified Budge), Penganggaran Berbasis Kinerja
(PBK), dan Kerangka Pembangunan JangkaMenengah (KPJM). Penyusunan
RKA-K/L dilaksanakan melalui beberapatahapan, yaitu Reviu Angka Dasar,
Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran TA 2022

Kemenparekraf/Baparekraf.

B.3. Indikator Kinerja dalam Renstra Tahun 2020-2024
Program/Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

SasaranProgram (outcomg/SasaranKegiatan (output):
? 31 Ub UN Odiadkal@éla Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat

Kementerian/Sekretariat 4 UE O E »

Indikator SasaranProgram (outcomg/SasaranKegiatan (output):
1. Nilai Reformasi Birokrasi;

2. Nilai SistemPemerintahan BerbasisElektronik (SPBE)dan

3. Nilai Maturitas SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

.‘_'
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Dukungan Manajemen, terdiri atas:
. Peningkatan Layanan Data dan Informasi;
. Peningkatan SDM Parekraf;
. Peningkatan Layanan SDMO;

1

2

3

4. Peningkatan Layanan Komunikasi;

5. PengembanganPerencanaandan Keuangan; dan
6

. Peningkatan Layanan Umum, Hukum, dan Pengadaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdiri dari 1 (satu) sasaran program, yaitu
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di ~ Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama . Dalam perjalanan pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2022 terjadi Automatic Adjustment(AA) anggaran dan realokasi
belanja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama sebanyak 2 (dua) kali di tahun
2022 untuk percepatanpemulihan ekonomi nasional, sehingga perjanjian kinerja
yang telah di tanda tangan mengalami perubahan. Perubahan perjanjian kinerja ini
mengalami 3 (tiga) kali perubahan dimulai perubahan pertama terjadi pada awal
tahun 202, kemudian perubahan kedua dilakukan pada bulan November tahun
2022, dan perubahan ketiga pada bulan Desember tahun 2022. Laporan Kinerja
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 202 menggunakan Perjanjian
Kinerja (PK) terakhir atau Perjanjian Kinerja Perubahanketiga, sebagaimanaterlihat

pada gambar di bawah ini:

—
E_APORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 202
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
&l 12) 13 4y
1. | Terwujudnya Tata Kelola 1. Nilai Reformasi Birokrasi 78
Pamerintahan yang Baik dan
Bersih di Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama 2. Nilai Sislem Pemerintahan Berbasis na
Elektronik
3. Nilai Maluritas Sistem Pengendalian 34
Intern Pemarintah

Kegiatan Anggaran
1. Peningkatan Layanan Sumber Daya Manusia dan Rp 19.270.000.000
Organisasi
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Rp 20.000.000.000
Ekonomi Kreatif
3. Peningkatan Layanan Data dan Informasi Rp 44.387.000.000
4. Peningkatan Layanan Komunikasi Publik Rp 60.000.000.000
5. Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Hukum Rp 201.118.828.000
6. Pengembangan Perencanaan dan Keuangan Rp  256.582.411.000
7. Program Pendidikan dan Pelatihan Viokasi Rp 1.022.005.046.000

Total 1.623.163.285.000

Jakarta,  Januari 2022

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatiff
Kepala Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

2000 W
£ '%L.U% 1

Sekrelaris Kementerian/
Sekretaris Utama

A @ | [E] | w
[T TewpadryaTuts sokche 171 s Febanvas Gackras 1 Y
Fresare,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARES KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF(
SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EXONOMI KREATS
(PERUBAHAN 1)

Mz Sasanan Programidegatan Wkt Grens Terpot

{73 e Maaaias Sman Pargendeien |
\Terr Fwrsatran

Keglatan Anggaran

o) Lirparin Sumser Dus Marisbs den Wp  tlmancm
ongsn Sumber Deyn Manuso Parrweats don Rp  $4.330 785000
Kreatt
Paringhaten Luparser Date can irferrend np 324w 93acoo
4. Paninghkatan Lapanan Kossnikas! Pubik R 32 A0 038,000
5. Paringhaten Laparse Adsirtsrms Usver dan My "p

6. Pergoyengan Feroncenasn das Kewengen e W

dam Tugas i d

7. Program Pendiiican dan Peithan Vokasl dan fp
Dusangen Manajamen peds Polekpa

Total 1.499.431.903.000

Jwents,  Dasmmbes 2022

Murtarn Partaan ta can Exonomd Konets)
Kepala Badan Pariwisata dan

‘-A""V/) .l:"'}':;"?"“ If:“
| ’)L7’ 2 5 20

Sabratnes Kamariensn
Sekrgtayis Usara,

Ni Wayan Oirt Adnyani

s>pf;’6- S?mn Uno

Gambar 18. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2022 Gambar 19. Perjanjian Kinerja Ketiga Tahun 2022

Sandiaga Salahuddin Uno Ni Wayan Giri Adnyani

D.1. Kualitas IKU

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menyusun Indikator Kinerja Utama

(IKU) Tahun 2022 dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama.

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022

1 | Nilai Reformasi Birokrasi

79

2 | Nilai SistemPemerintahan BerbasisElektronik (SPBE) n.a

3 | Nilai Maturitas SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 34

APORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022
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D.2. Pengukuran Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pagu Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama di TA 2022, yaitu
senilai Rp 546.697.620.000 (lima ratus empat puluh enam miliar enam ratus
sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi
sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 95,4046 (Sembilan puluh lima koma
empat puluh satu persen) dimana pagu tersebut telah mengalami Automatic
Adjustment (AA) sebanyak 2 (dua) kali. Perubahan di lingkungan Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Perjalanan Pagu di Lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun
2022

Unit Kerja Perubahan 1 Perubahan 2 Perubahan 3 Perubahan 4 Perubahan 5 Perubahan 6

Peningkatan Layanan Sumber Daya

4299 19.270.000.000| 19.270.000.000 19.170.000.000{ 19.170.000.000| 19.170.000.000| 19.170.000.000| 11.178.412.000

Manusia dan Organisasi
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4300 20.000.000.000| 20.000.000.000| 19.444.000.000| 19.444.000.000| 19.444.000.000| 19.444.000.000( 14.330.785.000

4301 |Peningkatan Layanan Data dan Informasi | 44.387.000.000| 44.387.000.000| 44.287.000.000| 44.287.000.000| 44.287.000.000 44.287.000.000| 32.488.938.000

5324 |Peningkatan Layanan Komunikasi Publik 60.000.000.000| 60.000.000.000| 59.900.000.000| 59.900.000.000| 59.900.000.000| 59.900.000.000| 52.179.647.000

Peningkatan Layanan Administrasi Umum

5325 218.241.828,000| 200.918.828.000( 202.274.828.000| 202.274.828.000| 202.274.828.000| 204.055.882.000| 189.021.872.000

dan Hukum
Pengembangan Perencanaan dan

Keuangan

5326 256.582.411.000 256.582.411.000( 256.582.411.000| 252.342.411.000| 250.459.240.000| 250.459.240.000| 247.497.966.000

Jumlah 618.481.239.000 601.158.239.000 601.658.239.000 597.418.239.000 595.535.068.000 597.316.122.000 546.697.620.000

Berikut ini tabel realisasianggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Tahun Anggaran 2022:

Tabel 7. Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022

Unit Kerja Realisasi

4290 |Peningkatan Layanan Sumber Daya Manusia | 150 445 000  11.051.802.469| 98,87%
dan Organisasi

4300 |Pengembangan Sumber Daya Manusia 14.330,785.000|  14.101.815.584| 98,40%
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4301 |Peningkatan Layanan Data dan Informasi 32.488.938.000| 32.307.092.467|99,44%

5324 |Peningkatan Layanan Komunikasi Publik 52.179.647.000| 51.919.771.276| 99,50%

5325 |Peningkatan Layanan AdministrasiUmum | ;o0 1)1 g2 000 185.131.812.835| 97,94%
dan Hukum
Pengembangan Perencanaan dan Keuangan | 247.497.966.000| 227.108.106.737|91,76%

546.697.620.000 521.620.401.368 95,41%

APORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022
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Tabel 8. RealisasiAnggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Per Jenis BelanjalrA

202
Kode Belanja Pagu Realisasi %
51 | Pegawai 223.863.949.00(Q 203.624.388.114 90,96%
52 | Barang 271.667.840.00¢ 67.176.053.828 98,35%
53 | Modal 51.165.831.000 50.819.959.428 99,32%

Jumlah 546.697.620.00C 521.620.401.36¢ 95,41%

APORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022






wonderful (;a’,' . _;"= -
mdonesia 2 : 3
R oot

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaanprogram
dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Pencapaian
akuntabilitas kinerja diusulkan menjadi target prioritas dari kedelapan area
perubahan karena akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi indikator lainnya
sehingga dengan tercapainya indikator tersebut, indikator lainnya diharapkan akan
ikut tercapai (sumber: PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 20202024). Pengukuran pencapaian Perjanjian Kinerja
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022 yang telah diamanatkan
dalam Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 20232024 dengan
menggunakan metode Balanced Score CanBSC) seperti yang telah ditetapkan
dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pandemi Covid19 ini berdampak pada produktivitas dalam beraktivitas
sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi capaian kinerja organisasi
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Selain itu juga pada tahun 2022,
pemulihan atas kondisi pandemi Covid19 menyebabkan adanya Automatic
Adjustment (AA) anggaran yang juga turut menjadi pertimbangan dalam

penyesuaian terhadap sasarandan target seperti terlihat pada Gambar 14.

_'
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Berikut adalah gambaran sasaran program/kegiatan dan capaian Sekretariat

Kementerian/Sekretariat Utama tahun 2022, yaitu:

Tabel 9. Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dan Capaian  Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2022

1 Terwujudn ya Tata 1. Nilai Reformasi 79 79,73 100,92
Kelola Pemerintahan Birokrasi (RB)
Nilai Sistem n.a n.a n.a

yang Baik dan Bersih 2

. . Pemerintahan Berbasis
di Sekretariat

) Elektronik (SPBE)
Kementgrlan/ Nilai Maturitas Sistem 34 3,61 106,17
Sekretariat Utama " Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

Realisasi capaian sasaran strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat
Utama Tahun 2022 terkait Nilai Reformasi Birokrasi dapat diketahui melalui
Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
Nomor B/678/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dengan hasil ? ! !. Selanjutnya, untuk realisasi
indikator 3 (tiga) menggunakan hasil penilaian yang dilakukan oleh instansi yang
berwenang untuk mengukur Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)diperoleh dari hasil evaluasi Badan PengawasanKeuangan dan
Pembangunan (BPKP). Serta untuk mengukur Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) dilakukan penilaiannya oleh KemenPANRB yang sudah
disampaikan dalam Surat Deputi Bidang Pengawasan InstansiPemerintah Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman , BPKP, Nomor PE.09.03/$%9/D1/04/2023 Hal
Laporan Hasil Evaluasi atas Penjaminan Kualitas Matur itas Penyelenggaaan SPIP

pada Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022.
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Padatahun 2022, sasaranprogram Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
seperti tercantum pada Gambar 14 diperoleh dari Renstra Perubahan
Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 20202024.Menurut Komite Nasional Kebijakan
Governancéerpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung
jawab dalam menerapkan standar Good Government Governandgata kelola
pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011
: 3).

Sementara itu menurut United Nation Development ProgranfUNDP) dalam
Renyowijoyo Muindro (2010) mendefinisikan good governanaedalah:

231 T wi BT UEPUI woOi wxOOPUPEEOOwWI EOOOOPEWEOE w
affair at all levels? Good governancmenurut UNDP lebih menekankan pada aspek

politik, ekonomi dan administrati f dalam pengelolaan Negara.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersin menjadi fokus sasaran
program bagi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dikarenakan tata kelola
yang baik dan bersih merupakan pelengkap penting untuk kebijakan ekonomi yang
sehat. Manajemen yang efisien dan akuntabel oleh sektor publik dan kerangka
kebijakan yang dapat diprediksi dan transparan sangat penting untuk efisiensi
pasar, pemerintah, serta pembangunan ekonomi. Sehingga indikator penilaian
difokuskan pada 3 (tiga) indikator sebagaimana dimaksud di atas, yaitu nilai
reformasi birokrasi, nilai SPBE dan nilai maturitas SPIP . Pen@paian dari sasaran
program, indikator, dan target Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama tidak
lepas dari kontribusi seluruh biro dan unit pusat yang ada di lingkungan Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama.

_'

)
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Definisi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah segala sesuatu
yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan,
mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai -nilai
tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sedarmayanti, 2003:3).

Berdasarkan definisi di atas, dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
berupaya untuk memberikan pelayanan informasi hukum, perencanaan dan
keuangan, pemberian dukungan administrasi, penataan organisasi, dan
pengelolaan barang milik negara. Hal ini merupakan tugas dan fungsi Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama sebagai penyokong kegiatan administrasi
Kemenparekraf/Baparekraf.

Seperti yang dijelaskan oleh Yuanida (2010) dalam pelaksanaan tugas task
pencapaian good governancdengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang
mempengaruhi penerapan good governang¢gaitu:

1. Faktor Manusia Pelaksana Man)
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan good governancgebagian besar tergantung
pada pemerintah daerah (local governmentyang terdiri dari unsur pimpinan
daerah, DPRD, sertaaparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para
pegawai daerah itu sendiri.

2. Faktor Partisipasi Masyarakat (public participation
Keberhasilan penyelenggaraan good governandgeiga tidak terlepas dari adanya
partisipasi aktif anggota masyarakat.

3. Faktor Keuangan Daerah funding or budgeting

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah

b

)
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dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self

supportingdalam bidang keuangan.

4. Faktor Peralatan tool9
Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian
good governance.

5. Faktor Organisasi dan Manajemen ©rganization and managemeént
Faktor Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan good governance
karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajamen: POAC (Planning,

Organizing, Actuating, and Controlliny

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekretariat Kementerian/Skretariat
Utama memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan -permasalahan
tersebut di atas dengan kegiatankegiatan strategis yang dilaksanakan pada tahun
2022. Kemudianuntuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkun gan Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama yang tergambar pada indikator kinerja utama,
terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat menyatakan keberhasilan kinerjanya , yaitu
nilai Reformasi Birokrasi, nilai SPBE , dan nilai maturitas SPIP . Beberapa
kegiatan telah dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya target indikator,
antara lain:

1. Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kemenparekraf/Baparekraf dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu
dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk

mencapai sasaranperubahan yang ditetapkan;

2. Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahanyang dicanangkan di
lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama kepada seluruh
pegawai agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan

dilibatkan dalam proses perubahan;

_'
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3. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan ? ET Ix® U U E E $eBaD 2

mengidentifikasi langkah ¢ langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan
perubahan mindsetaparatur dapat terwujud;

4. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching, dan
konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya
triwulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara
berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal;

5. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan untuk
memperkuat integritas aparatur dan melakukan penyempurnaan sistem
integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan mekanisme
hubungan kerja antar pegawai serta menginternalisasikan hal tersebut kepada
seluruh pegawai; dan

6. Meningkatkan kapasitas Tim Asesor Penilaian Mandiri PelaksanaanReformasi
Birokrasi (PMPRB) agar mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan
reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan

kerja secara spesifik.

Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi salah satu indikator kinerja utama
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang mengacu pada 8 (delapan) area
perubahan sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020
tentang RoadMap Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 20202024, yaitu:

1. Bidang manajemen perubahan (culture setdan mindse), dengan tujuan agar
terwujudnya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;

2. Bidang deregulasi kebijakan, dengan tujuan agar terwujudnya regulasi yang
tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;

3. Bidang penguatan organisasi, dengan hasil yang ingin dicapai terwujudnya

organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);

B’

)
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4. Bidang penguatan tata laksana, dengan tujuan agar terwujudnya sistem, proses

dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuaidengan prinsip -
prinsip good gevernance

5. Bidang penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, dengan
hasil yang ingin dicapai terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas, netral,
kompeten, capableprofesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;

6. Bidang penguatan pengawasan, dengan tujuan agar meningkatnya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebaskKN ;

7. Bidang penguatan akuntabilitas, dengan tujuan agar meningkatnya kapasitas
dan akuntabilitas kinerja operasional; dan

8. Bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tujuan agar

terwujudnya pelayanan prima sesuaikebutuhan dan harapan masyarakat.

Reformasi birokrasi ini merupakan wujud dari komitmen berkelanjutan
Kemenparekraf/Baparekraf menuju pemerintahan yang profesional dan
berintegritas tinggi, dimana mampu menyelenggarakan pelayanan prima pada
masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis, serta diharapkan
mampu menghadapi tantangan pada abad-21 melalui tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih pada tahun 2025.Dalam mempercepat pencapaian tersehut,
sejak tahun 2020, penilaian indeks reformasi birokrasi mengalami perubahan
struktur komponen penilaian. Hal ini dapat dilihat dari PermenPANRB Nomor 26
Tahun 2020tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Komponen penilaian reformasi birokrasi secara garis besar terdiri atas
Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit ini disusun
dengan fokus pada implementasi 8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen
perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan organisasi, penguatan dan penataan
tatalaksana, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur,
penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan serta penguatan kualitas

pelayanan publik. Akan tetapi, dalam menilai 8 (delapan) area perubahan tersebut

B’

)
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Komponen Pengungkit dijabarkan dalam subkomponen pemenuhan,

subkomponen hasil antara dan subkomponen reform

oo S

I

Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan o
70%

SAKIP | BPK | :

Kualitas Pelayanan Publik
70%

Manajemen
Perubahan

9
reform(3oy, @@%
466.V
2

¢ (“Kepatuhan )
H Pelayanan J

Indeks 3
Pengelolaan Pengelolaan |
Keuangan Aset

Gambar 20. Komponen Penilaian Dalam Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah
Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020

Peta Strategi Kemenparekraf/Baparekraf merangkum 8 (delapan) Sasaran
Strategis dalam 4 (empat) perspektif balance score cargaitu perspektif stakeholder
perspektif customer perspektif internal processlan perspektif learning and growth.
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, sebagai salah satu satuan kerja di bawah
Menteri, memiliki kotak tanggung jawab dalam mendukung pencapaian Sasaran
Strategis yang terkait dengan perspektif learning and growthPerspektif learning and
growth merupakan perspektif y ang menggambarkan kemampuan membangun
sistem yang memungkinkan adanya pengembangan SDM, sistem organisasi dan

sistem informasi sebagai kunci peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
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Peta Strategi Kemenparekraf / Baparekraf

=
§51. Meningkatnya kontribusi pariwisata
dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi
} $8.1 Meningkatnya kontribusi pariwisata dan
/J ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi
i §53. Meningkatnya kualitas Stakeholger ] Y
$52. Meningkataya nilai tambah e Perspektif . o . i .
ekonomi kreati nasional ‘ *\ $8.2 Meningkalnya nilai $8.3 Meningkatnya $8.4 Meningkatnya indeks
tambah ekonomi kreatif kualitas dan jumlah pembangunan kepariwisataan

Tt 55 Tersedianya prodk ) (S5 daya saing desti nasional wisatawan Indonesia
\ pariwisata sesuai dan industri pari | I
\kw_ﬂ 1 gustonzi;
ers| ; : i i
‘ i $5.6 Teawugudnya pelindungan dsasﬁsd?::sumgxg :r“vzi'ﬁﬂ

§97.Terindunginya kekayaan O —— dan pemanfaatan kekayaan pariwisata dan ekonomi kreatif

intelektual bidang pariwisata pembiayaan seklor parivisata dan ekonomi intelektual produk kreatif
dan ekonomi kreatif kreatif nasional
Internal
e A o o Proses
Perspektif $S.7 Meningkatnya kapabilitas
S8, i $9. Tersedianya data dan Ss10, SDM kepariwisataan dan
pariwisata dan ekonomi kreatif informasi hasil kajian sesuai dan kuantitas SOM kepariwisataan Learn & ekonomi kreatif
berbasis kajian kebutuhan pariwisata dan ‘dan ekonomi kreatif Growth
ekonomi kreatif ro .
Perspektif

o

SS.8 Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan
Bersih

$S11. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi
yang profesional

Peta Strategi Renstra 2020-2024 Peta Strategi Renstra 2020-2024

Gambar 21. Perubahan peta strategi KemenparekrafBaparekraf dalam Renstra awal tahun
2020 dibandingkan dengan peta strategi dalam Renstra perubahan

Pada perspektif learning and growthKemenparekraf/Baparekraf memiliki
UEUEUEQwWUUUEUI T PUwaEPUUwW?, 1 PUNUEOEOQWS3EUEW* I
' T UUPT 28w 2EUEUEOQwW UUUEUI i(dpdy wtrateyE amds PatlE x EDw E 1
optimalisasi pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dan

adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien .

Tabel 11. Indikator Kinerja: Nilai Reformasi Birokrasi
Nilai Reformasi Birokrasi 79 79,73 100,92

Pada indikator Nilai reformasi Birokrasi, disampaikan nilai yang
didapatkan berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/678/RB.06/2022 tanggal
6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Pelakanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Kemenparekraf/Baparekraf yang mendapatkan nilai 79, A + wEl O1 EOQwWOEUI 1T OUDw
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MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM

Sasaran Program

01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Indikator Kinerja
Sasaran Program

01. Milai reformasi birokrasi

Bukti realisasi

= Hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
» Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP RB) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Formula/cara
menghitung

|dentifikasi hasil penilaian RB oleh Kementerian PAN RB
|dentifikasi hasil PMP RB oleh Inspektorat Utama

Klasifikasi Target Maximize

= Kementerian PAN RB
» Inspektorat Utama

Sumber data

Cara pengambilan »  Melihat Lembar Hasil Evaluasi (LHE) implementasi Reformasi Birokrasi yang diterbitkan Kementerian PAN RB
data »  Melihat hasil PMP RB Inspektorat Utama

Implementasi RB mengacu pada PermenPAN RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2020 — 2024

= Pengukuran realizasi dapat dilakukan menggunakan PMP RE jika Kementerian PAN RB belum mengeluarkan LHE
RE pada saat periode pengukuran kinerja

»  Kementerian PAN RB
Inspektorat Utama

Catatan khusus

Pihak yang melakukan
pengukuran

Gambar 22. Manual IKU Nilai Reformasi Birokrasi

Gambar di atas merupakan manual IKU Nilai Reformasi Birokrasi .
Perbandingan target dan realisasi satu tahun sebelumnya dan tahun berjalan, serta
target satu tahun setelahtahun berjalan untuk nilai reformasi birokrasi tahun 2021
sampai dengan tahun 2023terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12 Perbandingan Target dan RealisasiNilai Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2023

77 79 80

Nilai Reformasi 78,21 79,73

Birokrasi

Pada tahun 202, Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan Nilai Reformasi
Birokrasi 79,73 dimana nilai ini meningkat dari tahun 20 21 sebesarl01,94%.Hasil
ini disertai dengan rekomendasi perbaikan yang harus dilaksanakan oleh
Kemenparekraf/Baparekraf untuk penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di
tahun 2023. Rekomendasi pada tahun 2021 tersebut telah ditindaklanjuti dengan
berkoordinasi bersama Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 202 yang diketuai oleh Sesmen/Sestama.
Berikut ini merupakan penjabaran rekomendasi beserta tindak lanjutnya,
berdasarkan Surat Menteri PAN -RB No. B/80/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022

tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021
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Tabel 13. Daftar Tindak Lanjut Tahun 2022 Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi

Reformasi Birokrasi Tahun 2021

NO REKOMENDASI TINDAKLANJUT

1  Mengoptimalkan peran agen Telah dilaksanakan meonitoring dan evaluasi
rencana aksi agen perubahan atas proyek
perubahan Pembuatan Mobile Apps SIMPEG-
G), Pengukuran dampak kegiatan cobranding

Wonderful Indonesia dengan Mitra,

perubahan dalam internalisasi
pembangunan reformasi
birokrasi melalui monitoring
dan evaluasi terhadap rencana
Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di
lingkungan Deputi Bidang Produk Wisata dan

aksi agar tampak perubahan
yang dilakukan
Penyelenggara Kegiatan (Events) dengan
mengintegrasikan ke dalam cloud, dan
Pengadaan Server untuk penyimpanan data
dan aplikasi Sister.
Tahun 2022 para agen perubahan

menginternalisasikan 8 area perubahan kepada

20 orang ASN di lingkungan kerjanya.

2 Melakukan monitoring dan Monitoring dan evaluasi terhadap QUICK WINS
evaluasi terhadap QUICK WINS
yang telah ditetapkan sehingga
dapat dilihat capaian data

kuantitatif

data kuantitatif:

Program Beli Kreatif Danau Toba:

Penambahan jumlah tenaga kerja (selama 3
bulan program berjalan), yaitu mencapai 583
tenaga kerja dan penamhbahan reseller
mencapai 1684 reseller

Upgrading akun media sosial oleh pelaku
menjadi Instagram Business dan juga aplikasi
pesan WA menjadi WhatsApp Business. Hal ini
meningkatkan kepercayaan konsumen, serta
memberikan fitur lebih untuk pelaku dalam
berbisnis

Terdatanya kepemilikan legal dokumen pelaku
kreatif, yaitu yang memiliki Sertifikasi Kekayaan
Intelektual.

Peningkatan onboarding ke pasar digital:
Tokopedia, Shopee, BliBli, Lazada, Bukalapak,
Grab dan Gojek

Peningkatan pemasangan iklan produk BKDT:
Pemasangan Google Ads untuk pelaku kreatif
telah dilakukan dengan jangkauan iklan
tertarget ke seluruh wilayah Indonesia

KETERANGAN

ALUR KERJA MANAJEMEN AGEN PERUBAHAN
M
e | T

b

=

2021 telah dilakukan dan dapat terlihat capaian

WhatsApp
Business

Instagram
Business
Facebook
Page
1 - I - 2
oy -
[E—— o oo s
4 S gt
5 omm n - o '
o — [ —
v o . B e tapans a
. - i s ey T 9
- s 3 g '
[P e—— 3 Sty St :
" re——— r—— .
g —— o -
oy )
I Sebelum BKDT | Setelah BKDT
Total yang sudah punya toko di morketploce 109 150
- Punya toko di 1 marketplace 52 n
- Punya toko di 2 marketplace E “
~ Puya toko & 3 marketplace 1 n
- Punya toko di 4 marketplace 3 (]
= Punya toko i 5 marketplace 0 5

S8 4
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LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

REKOMENDASI

Melakukan internalisasi core
values ASN BerAhklak

Menyempurnakan peta
keterkaitan antar kebijakan
yang telah disusun, dengan
mencantumkan seluruh
kebijakan yang dikeluarkan
kemenparekraf/baparekraf
kemudian dikaitkan dengan
kebijakan lain yang terkait baik
kebijakan internal ataupun

eksternal dan melakukan tindak

lanjut berupa revisi peraturan
perundang-undangan yang
tidak harmonis/tidak sinkron

Meningkatkan penerapan
manajemen SPBE di
kemenparekraf/baparekraf
sesuai dengan arsitektur SPBE
yang telah ditetapkan dan
disesuaikan juga dengan
master plan SPBE nasional

Mengoptimalkan perbaikan
manajemen SDM secara
menyeluruh mulai dari
penetapan sasaran kinerja
pegawai (SKP) melalui dialog
kinerja, pengembangan
pegawai berbasis kompetensi
dan pemanfaatan sistem
informasi kepegawaian

http://simpeg.kemenparekraf.g

o.id// oleh seluruh pegawai

TINDAKLANIUT

Internalisasi Core Values ASN BerAhklak di
Kemenparekraf/Baparekraf tanggal 25 Februari
2022, disampaikan langsung oleh Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan dihadiri
oleh Deputi Bidang SDM Aparatur
KemenpanRB, serta dihadiri oleh seluruh
pegawai di lingkungan
Kemenparekraf/Baparekraf. Melaksanakan
pengukuran tingkat pemahaman pegawai
terhadap 8 (delapan) area pembangunan
reformasi birokrasi dan budaya kerja yang
telah diinternalisasi atau sosialisasikan

Sudah dilakukan penyempurnaan peta
keterikatan antar kebijakan yang telah disusun,
tertuang dalam Keputusan Sekretaris
Kemenparekraf/ Sekretaris Utama Baparekraf
Nomor SK/64/HK/HK.01.01/S/2022 tentang
Program Penyusunan Peraturan Menteri Tahun
2022

Telah ditetapkan :

1. Kepmen Parekraf/Baparekraf Nomor:
SK/45/DS.01.00/ MK/ 2022 tanggal 2 Juni 2022
tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

2. Kepmen Parekraf/Baparekraf
SK/49/DS.01.00/MK/2022 tanggal 11 Juli 2022
tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE
melalui KepmenParekraf/Baparekraf nomor
SK/46/DS.01.00/MK/2022 Tentang Tim
Koordinasi SPBE

Optimalisasi perbaikan manajaemen SDM
penetapan
sasaran pegawai (SKP) melalui dialog kinerja

secara menyeluruh mulai dari

yang dilakukan pertriwulan, pengembangan
pegawai berbasis kompetensi melalui E-talenta
dan  pemanfaatan
kepegawaian oleh seluruh pegawai

sistem  informasi

KETERANGAN

No Indikator Nilai (1-4)

Ketersediaan informasi peningkatan nilai 3,16
Reformasi Birokrasi

2 Pemahaman peningkatan nilai Reformasi 3,16
Birokrasi di Kemenparekraf/Baparekraf
3 Langkah-langkah, kebijakan dan 3,16

pengaturan yang telah di lakukan dalam
peningkatan nilai Reformasi Birokrasi

Tata Naskah Dinas

Pengendalian Gratifikasi
Penyelesaian Kerugian Negara
Penanganan benturan
Kepentingan

Penanganan Pengaduan Internal
Arsip

Tatacara pembentukan peraturan
Tatacara /
Pengaduan Masyarakat

Diundangkan, Permanparekraf No 9 /2022

Pembahasan dengan K/L terkait

Telah disusun, menunggu persetujuan ANRI

TENTANG

DIENGAN RAHMAT TUKAN YANG MAMA KA

MENTERS PARTWISATA DAX EXONOMI KXEATIF/
KEPALA BADAN PARTWISATA DN EKONOMI KREATIF

REFUBLIK [NDONESLA,

& batws bertasarian keentoan Passl 60 Peratuan
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NO REKOMENDASI TINDAKLANIUT KETERANGAN

7  Melakukan Monitoring dan Monev dan integrasi aplikasi telah dilakukan.
Evaluasi atas aplikasi SIMPEG
GO dan seluruh aplikasi yang
telah dibangun sehingga dapat
dipastikan bahwa aplikasi

tersebut telah digunakan dan
dimanfaatkan dengan baik oleh
seluruh pegawai dan
melakukan integrasi aplikasi
yang memiliki fungsi yang sama

8  Meningkatkan pemanfaatan Aplikasi eKinerja telah disesuaikan berdasarkan
fitur pada aplikasi e-kinerja PermenPANRB No.6 Tahun 2022 tentang >
oleh seluruh pegawai melalui Pengelolaan Kinerja ASN. T -
sosialisasi dan melakukan Aplikasi eKinerja telah terintegrasi dengan : : SR
pemantauan secara berkala ePerformance. ._ _ o
Data Indikator Kinerja Utama pada aplikasi s ——
eKinerja merupakan data yang diambil dari e

aplikasi ePerformance sebagai sistem
pengolahan kinerja organisasi, serta proses

dialog kinerja dengan pegawai. Pengisian :
Laporan Kerja Harian di mana pegawai dapat

menggunggah bukti dukung hasil pekerjaan

yang sudah final untuk disampaikan kepada

pejabat penilaia kinerja
9  Meningkatkan monitoring dan  Telah dilakukan monitoring dan evaluasi serta
evaluasi terhadap unit kerja pendampingan terhadap unit kerja vang
yang melakukan pembangunan melakukan pembangungan Zona Integritas oleh
zona integritas sehingga dapat  Inspektur Utama dan Staf Ahli Menteri Bidang
menjadi pemicu percepatan Reformasi Birokrasi dan Regulasi
pelaksanaan reformasi

birokrasi melalui berbagai :
inovasi terkait penerapan :
manajemen internal sistem .
pengawasan dan sistem .
integritas di tingkat unit kerja ‘ T
10 Meningktakan efektivitas Telah diusulkan 3 Unit Kerja untuk mendapat Optimalisasi Dukungan Management Audit
Pengawasan Internal predikat WBK dan 2 unit kerja (Poltekpar Bali | teiandilakukan langkan-langkah peningkatan Management Audit -
Pemerintah oleh Aparat dan BO Labuan Bajo Flores) telah dilakukan a. Bimtek Penilaian Kapabilitas APIP
; . b. Dibentuk Tirm Peningkatan Kapabilitas APIP

Pengawas Intern Pemerintah evaluasi oleh TPN dan pd awal oktober akan foentuk im Peningratan tapebilias

) i A i i ¢, Update Dokumen Management Audit
(APIP) dengan melakukan dilakukan Evaluasi lanjutan untuk unit kerja d. Peningkatan Kompetensi APIP
upaya peningkatan kapabilitas  Direktorat Pengembangan Industri. e. Reviudan Evaluasi PKPT
APIP Mendorong seluruh Satuan Kerja dalam f. Peningkatan Pemenuhan Standard Pengawasan, dan

. . g. Update SOP Pengawasan
meningkatkan reform Bidang Penguatan

Pengawasan dalam RB nya Satker khususnya
untuk pembangunan ZI

11  Selain melakukan pemantauan Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi

dan evaluasi terhadap terhadap pengaduan masyarakat yang
pengaduan masyarakat dan dilakukan setiap bulan dan laporan monitoring
kebijakan keterbukaan disampaikan melalui website resmi

informasi publik, Kemenparekraf

kemenparekraf diharapkan
dapat menyusun hasil
monitoring yang telah
dilakukan sehingga dapat
menjadi bahan perbaikan di
tahun berikutnya
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Nilai RBmemiliki 8 (delapan)indikator kinerja/area perubahan, yaitu:

QIOIOIO

Manajemen Deregulasi Penataan Penataan
Perubahan Kebijakan Organisasi Tatalaksana

Penataan SDM Penguatan Penguatan Pelayanan
Aparatur Akuntabilitas Pengawasan Publik

Gambar 23. Delapan Area Perubahan

Dari 8 (delapan) indikator kinerja/area perubahan tersebut, salah satu
indikator, yaitu indikator Pengawasan, dilakukan oleh Inspektorat Utama sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Setiap area perubahan memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi satuan
kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Demi pelaksanaan
percepatan, ditetapkan 3 (tiga) subkomponen sebagai indikator untuk mendorong

pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak signifikan.
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Pendorong Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022

1

Nilai aspek pemenuhan
(komponen pengungkit RB)
(Nilai Bobot Maksimal: 20%)
Nilai aspek hasil antara
(komponen pengungkit RB)
(Nil ai Bobot Maksimal: 10%)

P WN P WN P

Nilai hasil reform
(komponen pengungkit
RB) 2
(Nilai Bobot Maksimal:

30%) 3
Nilai Akuntabilitas kinerja
dan keuangan (komponen 2

hasil RB)
(Nilai Bobot Maksimal: 10%)

Indeks kualitas pelayanan

publik (komponen hasil RB)

(Nilai Bobot Maksimal: 10%)

Nilai pemerintah yang bersih

dan bebas KKN (komponen

hasil RB) (Nilai Bobot
Maksimal: 10%)

Nilai Kinerja Organisasi

(komponen hasil RB) 2
(Nilai Bobot Maksimal: 10%) 3

[EEN

Manajemen Perubahan

Penguatan Akuntabilitas

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas Pengelolaan Arsip

Kualitas Pengelolaan Keuangan

Merit System

Penataan Organisasi ¢ Penyederhanaan
Organisasi (SOTK)

Penataan Manajemen SDM Aparatur -
Analisis Beban Kerja

Penguatan Akuntabilitas

Opini BPK

Nilai Akuntabilitas Kinerja

PersepsiKualitas Pelayanan

Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan
Korupsi

Capaian Kinerja
Kinerja lainnya
Survei Internal Organisasi

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas

Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/678/RB.06/2022

tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(RB)Tahun 2022 Kemenparekraf/Baparekraf yang mendgatkan nilai 79,73

EIl OT EOQwWOEUI T OUDbw?! ! 26 w' EUPLD yahy dibandirgkat) w0l UODI

dengan hasil penilaian tahun 2021.

'__
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Tabel 14. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kemenparekraf/BaparekrafTahun 2021 dan

Tahun 2022
(\[o} Komponen Penilaian Bobot Nilai
2021 2022
A. Komponen Pengungkit
I.  Pemenuhan 20,00 16,23 16,33
II.  Hasil Antara Area Perubahan 10,00 5,78 7,11
lll. Reform 30,00 22,72 22,85

(\[e} Komponen Penilaian Bobot Nilai

2021 2022

B. Komponen Hasil

1  Akuntabilitas Kinerja dan 10,00 8,45 8,47
Keuangan

2  Kualitas Pelayanan Publik 10,00 9,50 9,40

3 Pemerintahan yang Bersih dan 10,00 7,90 8,55
Bebas KKN

4  Kinerja Organisasi 10,00 7,63 7,02

Total Komponen Hasil 40,00 3348 33,44

Indeks Reformasi Birokrasi 10000 78,21 79,73
(Pengungkit+Hasil)

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa Kemenparekraf/Baparekraf telah

berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui
perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area
pemenuhan dan reform di tahun 2021 sedangkan untuk tahun 2022 terlihat
peningkatan pada aspek pemenuhan, hasil antara, dan reform dalam komponen

pengungkit . Komponen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai Aspek Pemenuhan

Indikator Nilai Aspek Pemenuhanterdiri dari 8 (delapan) subkomponen,
yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan danPenguatan
Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDMAparatur,

Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
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Subkomponen yang menjadi upaya dalam meningkatkan nilai aspek

pemenuhan (komponen pengungkit) pada tahun 2022, antara lain:

Manajemen Perubahan

Aspek ini berfokus pada kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi

birokrasi berdampak masif bagi pegawai dan organisasi di lingkungan

Kemenparekraf/Baparekraf. Penilaian reformasi birokrasi di instansi,

berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi, antara lain:

a) Tim Reformasi Birokrasi
Melalui Keputusan Menparekraf/Kepala Baparekraf SK/32/07.02/MK/2022
tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Kemenparekraf/Baparekraf. Pada bidang manajemen perubahan, diarahkan
strategi untuk membagi dalam 3 (tiga) bidang pelaksanaan manajemen
perubahan, yaitu bidang manajemen perubahan, bidang quick wins serta
bidang monitoring dan evaluasi. Hal ini diharapkan dapat mencapai
efisiensi dan efektifitas kinerja tim bidang untuk mencapaisasaranreformasi
birokrasi Tim Pelaksana, sebagaimana dijelaskan di atas, dibagi dalam 10

(sepuluh) bidang dengan struktur sebagai berikut:

BIDANG MANAJEMEN
PERUBAHAN

TIM
PENGARAH

KETUA
Menteri/Kepala Badan

>

BIDANG DEREGULASI KEBIJAKAN [lD
>
PENATAAN ORGANISASI
SEKRETARIS
Sesmen/Sestama BIDANG PENATAAN
>

WAKIL KETUA
Wamen/Wakil Ka. Badan

ANGGOTA

Deputi - Staf Ahli Menteri - Staf Khusus BIDANG PENGUATAN SISTEM )
MANAJEMEN SDM APARATUR
TIM BIDANG PENGUATAN )
AKUNTABILITAS
PELAKSANA sme a
BIDANG PENGUATAN >
WAKIL KETUA PENGAWASAN
SAM RB-Regulasi
BIDANG PENINGKATAN )
PELAYANAN PUBLIK

SEKRETARIS

Kepala Biro SDOMO BIDANG QUICK WINS )

Kesekretariatan Tim 10 Bidang BIDANG MONITORING & EVALUASI )

Gambar 24. Struktur Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Kemenparekraf/Baparekraf

_'

)
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b) RoadMap Reformasi Birokrasi

Tahun 20202024 merupakan periode ketiga pelaksanaan reformasi
birokrasi. Melalui Road MapReformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf
Tahun 20202024 ditetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi
*1 Ol OxEUI OUEI ¥v! Ex EUI O UTerivujudny | Teta | KglbleK Ow a ED U
/1T 01 UDOUET EQw a EOT w BteaedgD yari Edfakukan Wetkaiti -
pelaksanaanreformasi birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf adalah dengan
2,1 01 Ox UbeBEKSaD&ad 8 (delapan) area perubahan Reformasi
Birokrasi * I O1 Ox EUl OUE | ~StrafegiBbr dilkdandkanddengan
fokus pada 4 (empat) area perubahan untuk mengungkit dan mendorong 8
(delapan) areaperubahan secara komprehensif. Keempat area perubahan
tersebut yaitu:
1) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
2) PenguatanAkuntabilitas
3) PenguatanPengawasan
4) PenguatanKualitas PelayananPublik
Keempat fokus area tersebut juga ditambah dengan Pembangunan Zona
Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh unit kerja serta
penetapan quick winsuntuk mempercepat akselerasi reformasi birokrasi di

Kemenparekraf/Baparekraf.
c) Pemantauandan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi akan mendorong penerapan prinsip -prinsip clean
governancedan good governancgang secara universal diyakini menjadi
prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima yang

dibutuhka n masyarakat. Dalam reformasi birokrasi terdapat 8 (delapan)
area perubahan yang setiap perubahannya diharapkan dapat memberikan
dampak antara lain pada pengurangan praktek Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan

_'
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pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya

kesejahteraan ASN dan hasil-hasil pembangunan secaranyata dirasakan
oleh seluruh masyarakat.

Tahun 202, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Penyusunan
rencana kerja menjadi panduan dalam menganalisis masalah dan kendala
dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kemenparekraf/Baparekraf.
Berikut hasil yang dicapai serta catatan untuk ditindaklanjuti melalui

rencana kerjaTabel 13.

d) PerubahanPolaPikir dan Budaya Kerja

Keputusan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor:
KM/109/KU.09.02/2021 tentang Budaya Kerja dan Nilai-Nilai Dasar Budaya
Kerja Kemenparekraf/Baparekraf yang menguatkan core value ASN
Berakhlak sebagai arahan dari Presiden, serta strategi pencapaian tujuan
instansi melalui 4AS (Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja lkhlas)
dan 3G yang merupakan Gercep (gerak cepat), Geber (gerak bersama), dan
Gaspol (garap semua potensionline). Sosialisasi mendalam juga dilakukan
untuk memberikan pemahaman kepa da pegawai mengenai budaya kerja.
Selain itu, perubahan pola pikir dan budaya kerja didorong melalui
pembentukan agen perubahan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
Melalui  Keputusan Menteri Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor
KM/93/IL.13.01/2021 tentang Agen Perubahan di
Kemenparekraf/Baparekraf telah ditunjuk 189 agen perubahan di
lingkungan  Kemenparekraf/Baparekraf dan pada tahun 2022

memaksimalkan agen perubahan yang telah dibentuk pada tahun 2021.

Penquatan Akuntabilitas

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama bertujuan untuk menciptakan

pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Kondisi yang ingin

_'

)
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dicapai pada subkomponen ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja
dibandingkan sekedarkerja rutinitas semata;

2. Meningkatnya kemampuan Kementerian dalam mengelola kinerja
organisasi;

3. Meningkatnya kemampuan Kementerian dalam menetapkan strategi yang
tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan

4. Meningkatnya  efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
Kementerian. Atas dasar tersebut, maka Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama dalam mencapai penguatan akuntabilitas

menggunakan indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaiberikut:

a. Adanya Keterlibatan pimpinan

Pimpinan terlibat secara langsung saat penyusunan perencanaan yaitu
penyusunan Renstra Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun
20202024dan penyusunan PK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Tahun 20202024 dan PK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Tahun 202. Pimpinan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
melakukan pemantauan capaian kerja secaraberkala melalui capaian
Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Tahun 2022.

b. Pengdolaan Akuntabilitas Kinerja
Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdapat upaya peningkatan kapasitas
SDM berupa penyelenggaraan workshopuntuk SDM, selain itu telah
disusun pedoman akuntabilitas kinerja dalam Permenpar Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi
Kemenpar. Telah disusun dokumen perencanaankinerja dalam bentuk

Renstra,IKU, PK,dan LAKIN Tahun 2022.

_'
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Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan nilai peningkatan kualitas layanan publik pada

tahun 2022, telah dilaksanakan beberapa kegiatan,yaitu:

1) Standar Pelayanan
Reformasi birokrasi yang bertujuan untuk terciptanya birokrasi yang bersih
dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang
memiliki pelayanan pub lik yang berkualitas, yang dituangkan melalui 8

(delapan) area perubahan.

Salah satunya menyentuh 4 % y

mengenai manajamen T T T S e T ey

ESTIRLIX PRGN

standar pelayanan publik

untuk mendorong

seningkatan  kualitas
pelayanan yang lebih cepat,
murah, berkekuatan
hukum, nyaman, aman,

jelas, dan terjangkau serta

menjaga  profesionalisme

o j s anparekraf.go ad

para petugas pelayanan Gambar 25. Permenparekraf No. 18 Tahun 2020
publik. Sumber: www.jdih.kemenparekraf.go.id

Mengacu pada hal tersebut, pelayanan publik yang berkualitas harus
memiliki kekuatan hukum, artinya perlu adanya penetapan dasar hukum
yang mendasari berlangsungnya seluruh kegiatan pelayanan publik di
Kemenparekraf/Baparekraf. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
telah menginisiasi pembuatan Peraturan Menparekraf/K epala Baparekraf
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan
Kemenparekraf/Baparekraf.

Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf

disusun berdasarkan prinsip  sederhana, partisipatif, akuntabel,

ELAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022



http://www.jdih.kemenparekraf.go.id/

wonderful g-?,‘ :‘,r:=y 2 : )
mdonesia 2 : H
L Lik 1np® Y

berkelanjutan, transparansi, dan berkeadilan yang meliputi:

a. Layanan informasi publik yang terkait dengan kepariwisataan dan
ekonomi kreatif;

b. Layanan konsultasi/audiensi kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

c. Layanan penyediaan narasumber kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

d. Layanan konsultasi dana alokasi khusus;

e. Layanan pengajuan magang/praktek kerja lapangan;

f. Layanan fasilitasi bidang produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan
(events;

g. Layanan penyelenggaraan informasi keikutsertaan industri pada kegiatan
promosi pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

h. Layanan penyelenggaraan informasi fasilitasi pelaku ekonomi kreatif

pada kegiatan Kementerian.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama juga membuat 12 (dua belas) Standar
Operasional Prosedur (SOP). Kedua belas SOP ini dibuat untuk
memudahkan masyarakat dalam membuat permohonan informasi maup un

pengaduan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
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Maklumat Pelayanan Publik yang
ditandatangani oleh Menparekraf/
Kepala Baparekraf serta para pejabat
eselon | di lingkungan MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /
K k f/B k f ) d BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
emenparekraf/Baparekraf menjadi
Maklumat pelayanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
. . . Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
komitmen bagi seluruh pihak untuk Ko Pjaba da Pegamas Kementian Pt da Ehamoms Kest/ Badan
ianwlsaxa dan Ekonomi Kreatf birnt:za\&:‘ug:rn sunqguh-sy::zgl:;\a:myk:
menjalankan  pelayanan  publik. i el i e v o e
3. ;’;’:&T:;?:;!:garﬂd?nwn dalam rangka menjamin perbalkan kinerja pelayanan
M akl U m at pe I ayan an p u bl I k 4 :\pabula l-d::’r:lzrg:an janji kn:n 5\39 r:an»enma sanksi sesuai dengan
. . , : g ol o gyl pred iy
ditampilkan di website e =
Menteri Parraisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala
https://ppid.kemenparekraf.go.id/ . )
maupun di Gedung kantor . B S
Kemenparekraf/Baparekraf.
P P Gambar 26. Maklumat Pelayanan
Publik
2) Budaya Pelayanan Prima
Budaya pelayanan prima mutlak diperlukan dalam melayani masyarakat dan
seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif. Beberapa
platform pelayanan publik, seperti: information  center,  website
www.kemenparekraf.go.id , Chatbot TiWj Contact Center Whatsapp
08118956767 Microsite PPID www.ppid.kemenparekraf.go.id , Media sosial
(Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan Tiktok), email, majalah cetak
Ragam Pesona, majalah digital Pesona EViagazine, Digital Banner, Digital
Poster dan videotron Melalui berbagai platform yang menunjang pelayanan
informasi publik ter sebut. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
membuat masyarakat semakin mudah mengajukan informasi maupun
pengaduan.

Untuk menunjang budaya pelayanan prima diperlukan produk hukum
untuk semakin menguatkan posisi pelayanan publik di lingkungan
Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu :

—
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1. Peraturan Menparekraf/Kabaparekraf Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;

2. Peraturan Menparekraf/Kabaparekraf Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;

3. Keputusan Menparekraf/Kabaparekraf Nomor KM/20/KK.00.00/MK/2022
tentang Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di lingkungan
Kemenparekraf/Baparekraf;

4. Keputusan Sekretaris ~ Kementerian/Sekretaris Utama  Nomor
SK/89/KK.00.01/S/2022 Tentang Daftar Informasi Publik yang wajib
disediakan dan diumumkan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf;

5. Keputusan Sekretaris Kemernterian/Sekretaris Utama  Nomor
SK/90/KK.00.01/S/2022 Tentang Daftar Informasiyang dikecualikan di

lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Dalam rangka mendukung budaya prima pelayanan publik , telah
dilaksanakan beberapa kegiatan yang mengundang narasumber dari Komisi
Informasi Pusat dan KemenPANRB serta kelompok kerja pelayanan publik di
lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, di antaranya adalah:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Informasi dan Pelayanan Publik;

2. Diseminasi dan Bimbingan Teknis Informasi Publik
Kemenparekraf/ Baparekraf;

3. Pengelolaan Pengaduan;

Tabel 15. Laporan Pengaduan Kemenparekraf/Baparekraf TA 202

NO. PLATFORM LAYANAN TOTAL
1 Whatshap & Chatbot TiWi 28.406
2 SPAN-LAPOR! 18
3 Information center 9
4 Email info@kemenparekraf.go.id 1.009
5 Call center 19
6 Microsite PPID 165
7 PPID 16

TOTAL 29.659

B’

)
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Pengaduan yang masuk melalui chatbot TiWi maupun aplikasi LAPOR!

semuanya dapat terselesaikan dengan baik.Pengaduan berkadar pengawasan

dan bukan pengawasan dapat tertangani dengan baik.

3) Penilaian Kepuasanterhadap Pelayanan

Penilaian atau survei kepuasan - N
Isi Survey Dulu

masyarakat terhadap pelayanan Buat TIWI Yuk!

publik yang dilakukan Sekretariat

Kementerian/Sekretariat Utama

dilakukan setiap bulan, mulai dari

Januari sampai dengan Desember
2022. Survei dilakukan melalui chatbot

TiWi dan juga Contact Center

Mulai

Survey Kepuasan Masyarakat
Terhadap Website

08118956767 maupun  website

https://kemenparekraf.qo.id/ .

Gambar 27. Survei kepuasan masyarakat

Survei kepuasan layanan informasi publik
Kemenparekraf/Baparekraf dimaksudkan untuk membangun hasil
penilaian terhadap layanan informasi melalui layanan survei di chatbot
TiWi melalui interkoneksi dan sinergi dari data dan informasi yang
dihasilkan oleh masing-masing unit kerja.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1 Perwujudan penilaian terhadap pelayanan informasi yang terdapat di

Kemenparekraf/Baparekraf;

1 Memberikan feedbackatas kemudahan dalam mengakses data dan
informasi oleh masyarakat luas;

1 Peningkatan kualitas pelayanan informasi baik internal dan eksternal
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

1 Menumbuhkembangkan citra positif Kemenparekraf/Baparekraf secara
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efektif dan efisien; dan
1 Terciptanya transparansi informasi program dan kegiatan Kementerian

untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat atas layanan Informasi publik
Kemenparekraf/Baparekraf terdiri dari 9 (sembilan) indikator pertanyaan
yang meliputi kepuasan pelayanan informasi publik yang diberikan oleh
Kemenparekraf/Baparekraf. Hasil survei dapat dilihat di

https://ppid.kemenparekraf.go.id/kateqori/laporan -survey.

4) PemanfataanTeknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik , terutama
pelayananinformasi menjadi suatu kebutuhan yang mendasar. Kemudahan
dalam mengakses informasi maupun melakukan permohonan informasi
bagi masyarakat umum maupun pemangku kepentingan pariwisata dan

ekonomi kreatif menjadi program bagi penyedia informasi.

Padatahun 2022, Kemenparekraf/Baparekraf mengeluarkan beberapa
inovasi yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, yaitu Menu Rumah
Difabel dan Fitur Difabel untuk Micrositedan Aplikasi Mobile PPID : Sistem
Manajemen PPID Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang dapat diakses

oleh teman-teman disabilitas mulai Mei 2022.

b. Aspek Hasil Antara

Indikator Aspek Hasil Antara terdiri dari 7 (tujuh) subkomponen, yaitu
Kualitas Pengelolaan Arsip, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang,
Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kualitas Pengelolaan Aset, Merit System
ASN Professional, dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan, yaitu:

Kualitas Pengelolaan Arsip

Kualitas Pengelolaan Arsip merupakan salah satu dari Komponen
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Pengungkit dari Komponen Hasil Antara. Arsip Keme nterian saat ini sudah

menjadi program terpadu yang terdiri dari kebijakan, sumber daya manusia,
kegiatan dan fasilitas yang tersedia untuk mengelola dan memelihara arsip
dan membuat arsip yang merupakan aset sekaligus merupakan dokumen
kegiatan Kementerian.
Indikator penilaian pengawasan kearsipan tahun 2022 sebagai beikut :
1. Dasar pelaksanaamya adalah Peraturan Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019tentang PengawasanKearsipan.
2. Nilai pengawasan kearsipan diperoleh dari nilai Pengawasan Kearsipan
Eksternal  (Pengawasan yang dilakukan  ANRI  terhadap
Kemenparekraf/Baparekraf) dengan bobot penilaian 60%, dan nilai
Pengawasan Kearsipan Internal (Pengawasanyang dilakukan oleh Unit
Kearsipan | terhadap Unit Pengolah)dengan bobot penilaian 40%.

3. Aspek penilaian PengawasanKearsipan Eksternal meliputi:

a. Sistemkearsipan yang terdiri dari kebijakan, pembinaan, pengelolaan
arsip dinamis, dan sumber daya kearsipan.

b. Penyelamatan arsip statis berketerangan permanen berdasarkan
Jadwal Retensi Arsip, pengelolaan arsip dinamis, dan sumber daya

kearsipan.

Capaian kegiatan Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2022 antara lain:

1. Telah dilakukan pendampingan kepada pengelola arsip di unit kerja
tentang tata cara pemberkasan arsip dan pewyusunan Daftar Berkas,
penyediaan Central Fileserta SK penunjukan pengelola arsip di setiap unit
kerja serta Daftar Isi Berkas.

2. Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas telah ditandatangani
Menteri pada bulan Agustus 2022 dan telah diundangkan, serta dapat

diunduh di https://jdih.kemenparekraf.go.id/ .

3. Penyusunan konsep/draft Permen tentang Jadwal Retensi Arsip telah

_'
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dilakukan oleh tim arsiparis, selanjutnya akan disampaikan kepada ANRI

untuk menda patkan persetujuan Jadwal Retensi Arsip.

4. Telah dilakukan Pengawasan Kearsipan Internal dan telah dilakukan
penyusunan Laporan Audit Sistem Kearsipan Internal untuk selanjutnya
akan diserahkan kepada ANRI.

5. Kepala ANRI telah mengeluarkan surat hasil pe ngawasan kearsipan
terhadap Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2022 yang isinya antara lain
bahwa Nilai Total Pengawasan Kearsipan sebesar 84,32 dengan kategori
A (Memuaskan) dengan rincian nilai hasil pengawasan eksternal sebesar
47,76 dan nilai hasil pengawasan kearsipan internal sebesar 36,56.

6. Telah dilakukan koordinasi dengan BSSN tentang input data yang
dibutuhkan pada TTE.

7. Telah melakukan pendampingan praktik Aplikasi SRIKANDI kepada
seluruh unit kerja.

8. Telah dilakukan analisis teknis kebutuhan Sertifikat Elektronik oleh BSSN.

9. Seluruh pejabat eselon | dan Il telah memiliki Sertifikat Elektronik dan
dapat melakukan tanda tangan elektronik pada Aplikasi Srikandi.

10. Telah disediakan template naskah dinas seperti Nota Dinas, Surat
Korespondensi Eksternal, Surat Tugas, Surat Perintah dan Surat
Keterangan pada Aplikasi Srikandi.

11. Telah diterbitkan Surat Edaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat
Utama Nomor SE/7/UM.07.01/S/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf .

Pengawasan kearsipan tahun 2022 yang dilakukan oleh ANRI terhadap
Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan nilai 84,32 (delapan puluh empat
koma tiga puluh dua) dan nilai tersebut masuk dalam kategori "A

(Memuaskan)" tetapi belum bisa dikatakan target IKU melalui Pengelolaan

_'
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Arsip tercapai. Hal ini disebabkan oleh Nilai dari ANRI yang sudah

diserahkan ke Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama kemudian
diserahkan ke KemenPANRB untuk mendapatkan Nilai Hasil Kualitas

Pengelolaan Arsip. Begitu pula dalam Penilaian Mandiri Pelaksaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) Kemenparekraf/Baparekraf, Nilai Hasil Kuali tas
Pengelolaan Arsip belum tersedia.

Dalam rangka mempersiapkan penerapan aplikasi SRIKANDI, pada
akhir tahun 2022 dilakukan penginputan data pejabat dan pegawai, klasifikasi
arsip, dan templateformat tata naskah dinas. Penerapan aplikasi SRIKANDI di
lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dilakukan pada
tanggal 30 Oktober 2022 dan penerapan aplikasi SRIKANDI untuk seluruh
unit kerja di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf akan dilakukan sampai

dengan 31 Desember 2022.

Kualitas Pengelolaan Keuangan
Sehubungan dengantelah diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PERS5/PB/2022 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara/Lembaga menggantikan Perdirjen Perbendaharaan
Nomor PER4/PB/2021 tentang Juknis Penilaian IKPA Anggaran
Kementerian/Lembaga (K/L), terdapat beberapa penyesuaian untuk
indikator -indikator yang dinilai dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun

2021.Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan belanja K/L yang lebih
berkualitas, lebih baik (spending bettgr dan sesuai dengan tata kelola yang
baik (good governangeserta memberikan penilaian indikator kinerja
pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Perbedaan
tersebut berada pada aspek dan indikator yang dinilai, seperti pada tabel

berikut ini:

_'
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Tabe 16. Perbedaan Aspek dan Indikator dalam penilaian IKPA oleh
Kementerian Keuangan

Aspek dan Indikator : Aspek dan Indikator: :
1. Kesesuaian Perencanaamengan 1. Kualitas Perencanaan
Pelaksanaan Anggaran
a. Revisi DIPA a. Revisi DIPA
b. Deviasi Halaman 11l DIPA b. Deviasi Halaman Il DIPA
c. Pagu Minus 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

2. Kepatuhan Terhadap Regulasi a. Penyerapan Angaran
a. Data Kontrak b. Belanja Kontraktual
b. Pengelolaan UP dan TUP c. Penyelesaian Tagihan
c. LPJ Bendahara d. Pengelolaan UP TUP
d. Dispensasi SPM e. Dispensasi SPM
3. Efektivitas Pelaksanaan 3. Kualitas Hasil Pelasaksanaan

Kegiatan Anggaran
a. Penyerapan Anggaran a. Capaian Output

b. Penyelesaian Tagihan
c. Capaian Output
d. Retur SP2D
4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
a. Renkas
b. Kesalahan SPM

Tingkat kepatuhan perbendaharaan dan verifikasi terhadap Standar
Akuntansi Pemerintahan diukur dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA). Penilaian IKPA dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan tiap Triwulan, Semester dan Tahunan.

Penilaian IKPA dilakukan terhadap 13 (tiga belas)indikator pada tahun
2021 dibandingkan dengan 8 (delapan) indikator di tahun 2022 sebagai

berikut:

B’
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Tabel 17. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022

_ Nilai - Nilai

__a | b | c | d | e | _f |

Kesesuaian Perencanaan

A 8849 84.18

dengan Pelaksanaan
1 Revisi DIPA 100 5 5.00 100 10 10.0
2 Deviasi Halaman Il DIPA 65.87 5 3.29 68.36 10 6.84
3 Pagu Minus 99.6 5 4.98 -
B Kepatuhan Terhadap 94.1 94.33

Regulasi
4 Data Kontrak 84 10 8.40 91.88 10 9.19
5| Pengelolaan UP dan TUP 95 8 7.60 93.59 10 9.36
6 LPJBendahara 974 5 4.87
7 Dispensasi SPM 100 5 5.00 100 5 5.00
c Efek_tivitas Pelaksanaan 86.38 94.87

Kegiatan
8 Penyerapan Anggaran 6315 15 9.47 89.40 20 17.88
9 Penyelesaian Tagihan 91.59 10 9.16 91.88 10 9.68
10 Capaian Output 91.21 17 1551 94.87 25 23.72
11  Retur SP2D 99.57 5 4.98
D Efisiensi Pelaksanaan 94.27

Kegiatan
12 Renkas 98.53 5 4.93
13 Kesalahan SPM 90 5 4,50

NILAI 87.69 91.66
IKPA

Nilai IKPA tahun 202 2 mengalam pertumbuhan sebesar 4,3 %
dibandingkan tahun 2021. Walaupun mengalami kenaikan secara nilai,
namun diperlukan upaya-upaya perbaikan untuk dapat memperbaiki
indikator -indikator yang masih kurang, diantaranya adalah:

a. Satker menyusun RPD bulanan sesuai dengan pencairan dana sesuai
dengan halaman 11l DIPA;

b. Satker merinci RPD bulanan ke dalam rencana pencairan dana sesuai
tanggal jatuh tempo pembayaran; dan

c. Satkeragardapat melakukan updatéperubahan RPD sebelum pencairan.
Nilai IKPA Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama seperti tampak

pada Tabd 17, nilainya melebihi dari nilai Kemenparekraf/Baparekraf tahun

2022, dengan perolehan angka dalam indikator Deviasi Halaman Il DIPA
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juga rendah sama dengan nilai dengan indikator yang sama dengan IKPA
Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu:

Tabel 18.IKPA Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama TA 2022

Kualitas Kualitas
Perencanaan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaal Nilai Akhir
No Kode Kode BA Kode Uraian Satke Keteranga| Anggaran Anggaran  Nilai  Konversi (Nilai
KPPN Satker e Total Bobor Total/Konvers
i ig— Penyerapal Belanja Penyelesaia Pengelolaal Dispensas Capaian Bobot)
Anggaran Kontraktual Tagihan UP dan TU SPM
111 DIPA
7| 175 040 427917 | Sekretariat [Nilai 100.04 60.59 89.27 92.94 99.74 92.17 100.00 100.04
Kementerian|Bobot 10| 10| 20| 10 10| 10 5 25 92.40 1009 92.4
Sekretariat |Nilai Akhir 10.04 6.04 17.85 9.3¢ 9.99 9.22 5.00 25.04
Utama  |Nilai Aspel 80.30 94.83 100.04
Sistem Merit

Sistem Merit sebagai kebijakan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaannya di instansi pemerintah. Menindaklanjuti hal ini, UU ASN
mengamanahkan pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk
melakukan penilaian Sistem Merit berdasarkan Peraturan KASN No mor 9
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit
dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Surat Keputusan KASN 44/KEP.KASN/C/X1/2022 tentang
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 29
November 2022, ditetapkan nilai 295 (dua ratus sembilan puluh lima ) pada
kategori lll (Baik) dan indeks 0, 72 (nol koma tujuh puluh dua).

Penilaian penerapan Sistem Merit dilakukan dengan metode penilaian mandiri
dan verifikasi hasil penilaian mandiri dengan kelengkapan dan kualitas pada
setiap aspek. Aspek yang dinilai meliputi:

a. Perencanaan kebutuhandengan bobot penilaian 10%;

b. Pengadaanpegawai dengan bobot penilaian 10%;

c. Pengembangan karir dengan bobot penilaian 30%;

d. Promosi dan mutasi dengan bobot penilaian 10%;

e. Manajemen kinerja dengan bobot penilaian 20%;

f. Penggajian, penghargaan dan disiplin dengan bobot penilaian 10%;
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g. Perlindungan dan pelayanan dengan bobot penilaian 4%; dan

h. Sistem informasi dengan bobot penilaian 6%.

INDRI, SHum 2o

SKP (SASARAN KINERJA PEGAWAI) E PERILAKU 360 E BIMBINGAN & KONSELING

Aplikasi SKP adalah Sistem Informasi untuk Aplikasi E Perilaku 360 adalah Sistem Aplikasi E Bimbingan & Konseling adalah
menyusun SKP ( Sasaran Kinerja Pegawai ) informasi untuk melakukan Penilaian Sistem Informasi untuk melakukan
sesuai PP 46 Tahun 2011, serta mengukur Perilaku Pegawai . Sistem Penilaian bimbingan dan konseling mengenai hasil
Kinerja Individu secara periode Bulanan dan dilakukan secara tertutup dan Penilai dipilih SKP dan Perilaku pegawai
Tahunan secara acak. Penilaian dilakukan Oleh :

« Atasan Langsung

+ Rekan / Peer

+ Bawahan

Gambar 28. E-Kinerja pada aplikasi SIMPEG GO
Sumber: https://simpeg.kemenparekraf.qo.id/

Instansi Pemerintah dengan kategori sangat baik dalam penerapan
Sistem Merit dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan
mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.
Dimana pengisian JPT di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang
penilaian system meritnya telah ditetapkan dalam kategori Il | (Baik), dapat
disetujui untuk dikecualikan dari ketentuan pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi secara terbuka dan kompetitif, apabila Kemenparekraf/Baparekraf
telah memiliki dan /atau telah melakukan penyempurnaan terhadap talent
pool rencana suksesi, dan telah memiliki kebija kan pola karir instansi yang
mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui talent pooldan
rencana suksesi serta berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan peraturan

perundang -undangan yang berlaku.
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Gambar 29. Rapat Evaluasi Sistem Merit Bersama KASN
Keputusan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di

lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf berlaku selama 1 (satu) tahun

terhitung sejak tanggal ditetapkan pada 20 November 2020. Evaluasi hasil

penilaian tahun 2020 dan kick-off penilaian sistem merit tahun 2021

dilaksanakan pada Selasa, 11 Januari 2022 dengan kesimpulan sebagai

berikut:

a) Pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung pada beberapa aspek,
terutama aspek Pengembangan Karier, dengan melihatbest practicgang
telah diterapkan pada Kementerian/Lembaga lain.

b) Pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung disampaikan melalui
aplikasi SIPINTER KASN paling lambat Maret 2022.

c) Target nilai sistem merit Kemenparekraf/Baparekraf pada tahun 2021
sebesar 280 (kategori Baik) diharapkan dapat tercapai dengan
terpenuhinya kelengkapan dokumen pendukung.

d) Selanjutnya KASN akan menjadwalkan Klarifikasi hasil pemenuhan
dokumen diperkirakan pada April 2022, dengan harapan nilai sistem
merit Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2021 dapat ditetapkan sebelum
semesterl pada tahun 2022 berakhir.

Nm—
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c. Aspek Reform

Aspek ini merupakan penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi
birokrasi pada 8 (delapan) areaperubahan yang sudah ditetapkan. Padaindikator
Nilai Aspek Reform terdiri dari 7 (tujuh) subkomponen, yaitu Manajemen
Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, PenataanTatalaksana,
Penataan Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik. Pada subkomponen Penataan Organisasi terkait
dengan penyederhanaan organisasi (SOTK) sesuai denganPeraturan Menteri
Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor KM/35/0T.04/2021tentang Uraian Fungsi dan
Tugas Koordinator JabatanFungsional pada JabatarPimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif.

Subkomponen yang menjadi upaya meningkatkan nilai pada aspek reform
pada tahun 2022 antara lain:

Penataan dan Penquatan Organisasi

Area perubahan pada aspekreformmenekankan pada penyesuaianorganisasi
dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai
dengan proses bisnis serta mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.
Tahun 2021, telah terdapat perubahan organisasi berdasarkanPeraturan Menteri
Parekraf/Kepala Baparekraf Nomor 1 Tahun 2021 tentangOrganisasidan TataKerja
di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Perubahantersebut sesuai dengan
prosesbisnis dan kinerja utama di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Menindaklajuti Arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi,
Kemenparekraf/Baparekraf telah mereviu Organisasi dan Tata Kerja yang tertuang
pada Permenparekraf No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di
Kemenparekraf/Baparekraf. Peraturan tersebut telah lebih dari 1 tahun, sehingga
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama melakukan evaluasi terhadap
organisasi tersebut berdasarkan PermenPANRB Namor 20 Tahun 2018 tentang

B’
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Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi Kelembagaan

dilaksanakan melalui rapat koordinasi organisasi dan tata laksana pada April 2022
dengan melibatkan Sekretariat Deputi dan narasumber dari KemenPANRB. Hasil

dari evaluasi kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf dapat dilihat pada gambar

berikut :
DIMENSI SKOR Deviasi dari max
Kompleksitas 17,217 28%
Formalisasi 11,161 11%
Sentralisasi 8,8068 30%
TOTAL 37,884 24%
Alignment 8,4375 16%
Governance and Compliance 8,9286 11%
Perbaikan dan Peningkatan Proses 8,125 19%
Manajemen Risiko 7,5 25%
Teknologi Organisasi IT Q@ 10%
TOTAL 41,991 16%
Peringkat Komposit 79,87527056

Gambar 30. Hasil Evaluasi Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf

P-4

Mencerminkan bahwa dari sisi strukiur dan proses, grganisasi dinilai tergelong
efektif. Siruktur dan proses organisasi. yang ada. dinilai mampyu mengakomodit
kebutuhan internal orgapisasi dan mampy beradapiasi terhadap. dinamika
perubahan lingkungan. eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi.
masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila
diadakan perbaikan melalui tindakan. rutin yang bersifat mariinal.

Kondisi Dimensi Struktur dan Proses Efektif

Kemampuan akomodasi kebutuhan internal S

dan adaptasi lingkungan eksternal ingg!
Kekurangan Kelemahan kecil

Gambar 31. Keterangan Hasil Evaluasi Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf

Pada gambar di atas menunjukan bahwa skor Kemenparekraf/Baparekraf
adalah 79,8 dengan peringkat komposit P4 yang artinya dari sisi struktur dan
proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada
dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu
beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor
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yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan

rutin yang bersifat marjinal.

Selain itu, sesuai dengan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama telah menindaklanjuti dengan menyusun Surat
Edaran tentang sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi di lingkungan
Kemenparekraf/Baparekraf. Penyesuaian sistem kerja ini merupakan tahapan
akhir dari penyederhanaan birokrasi, dimana Kemenparekraf/Baparekraf telah
melakukan tahap penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan

pada Tahun 2020 dan 2021dengan gambaran sebagai berikut:

EKSISTING >>> SISTEM KERJA BARU

Kolaboratif . Dinamis . SDM Fleksibel . Fokus hasil

Hierarki . Silo Work . Pelaporan Berjenjang

Gambar 32. Peralihan sistem kerja Kemenparekraf/Baparekraf

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Instansi Pemerintah diharuskan
untuk berubah dari birokrasi yang hierarki dan kaku menuju sistem kerja yang
kolaboratif, dinamis, agile, dan fo kus pada hasil. Sistem kerja ini telah di
sosialisasikan ke setiap unit kerja secaraonlinedan akan mulai di implementasikan
di awal tahun 2023.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataansistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan
profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen
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dan promosi aparatur berbasiskompetensi, transparan, sertamemperoleh gaji dan

bentuk jaminan kesejahteraanyang sepadan. Kondisi yangingin dicapai melalui

program ini adalah:

a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-
masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparaturpada
masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah,;

c) Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

d) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan

e) Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-

masingKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pada aspekreform area perubahan ini diukur dengan melihat kondisi kinerja
individu, evaluasi jabatan, assessmenpegawai, disiplin pegawai, kebutuhan
pegawai, penyetaraan jabatan dan manajemen talenta. Perubahan akibat
penyederhanaan birokrasi juga menjadikan penguatan tim di Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama oleh jabatan fungsional, seperti Analis SDM
Aparatur, Asesor SDM Aparatur, Analis Kebijakan dan Pranata Komputer. Pejabat
fungsional tersebut kebanyakan berasal dari pejabat eselon 3 dan 4 yang
merupakan hasil penyetaraan jabatan sesuai tugas dan fungsi yang bersangkutan
pada jabatan sebelumnya.

Pemangkasan jalur birokrasi dan perbaikan sistem manajerial disertai juga
dengan restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
anggaran serta meningkatkan kinerja aparatur. Selanjutnya, pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekreariat Utama

dilaksanakan melalui program -program yang berorientasi pada outcomeProgram-

_'
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program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan guna mencapai

tujuan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima, birokrasi yang

bersih dan SDM yang profesional.

PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL UNTUK PERALIHAN JABATAN ADMINISTRASI

PELANTIKAN 2020 PELANTIKAN JA (2021)

z
o

JABATAN FUNGSIONAL
AHLI MADYA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI MUDA

ANALIS ANGGARAN 4 11

ANALIS KEBIJAKAN

]
o

clofalw|w|n| w b |alefa|e|e
wlwle|la | o

1867
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-

PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN
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Gambar 33. Pemetaan Jabatan Fungsional (JF) untuk Peralihan ke Jabatan
Administrasi (JA) di tahun 2021 menuju tahun 2022

Penguatan Akuntabilitas

Dalam upaya meningkatkan nilai aspek penguatan akuntabilitas Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama, adalah sebagai berikut:
1. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Realisasipenggunaan anggaran di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

pada tahun 2022 adalahsebesarRp. 521.620.401.368 (lima ratus dua puluh satu
miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus satu ribu tiga ratus enam puluh
delapan rupiah) atau capaian sebesar95,41 % Realisasi di tahun 202 mengalami
penurunan sebesar 3,4%% dari tahun 2021. Penggunaan anggaran tersebut sudah
memenuhi kriteria efektif dan efisien, dengan adanya beberapa revisi DIPA/POK,
sehingga terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran
kegiatan dan masih tinggi tingkat deviasi antara RPD dengan Realisasi Anggaran.
Realisasi ini merupakan hasil realisasi pembayaran di lingkungan Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama atas terjadinya Automatic Adjustment(AA) guna
kepentingan pemulihan atas pandemi COVID-19.

2. PemanfaatanAplikasi Akuntabilitas Kinerja

b N—

s
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Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama sudah memanfaatkan beberapa
aplikasi yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dari
Kementerian lainnya antara lain aplikasi Krisna, Aplikasi e-Monev Bappenas,
Aplikasi SMART Kemenkeu, Aplikasi SAKTI, aplikasi satuDJA, aplik asi OMSPAN
dan lain sebagainya yangterintegrasi dengan Bappenas danKemenkeu. Di internal
Kemenparekraf/Baparekraf sendiri sudah memiliki beberapa aplikasi untuk
meningkatkan tingkat akuntabilitas kinerja seperti aplikasi e-Performancdaplikasi
untuk  mengukur capaian indikator kinerja  seluruh  pejabat di
Kemenparekraf/Baparekraf), dan aplikasi PENDAKI (aplikasi  untuk

memonitoring proses pelaksanaan dan realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus

(DAK)).
Sebaran Pagu Alokasi DAK Bidang Pariwisata sl @)
TA 2022
N MALUKU - PAPUA -
J Alokasi DAK  Rp 1,21 M 7  Alokasi DAK Rp 66,89 M PR LAY
[ nasonar B T = Fislk oo HokesDAK  Rp9BTIM

Alokasi DAK  Rp2,76 M 22 Alokasi DAK  Rpl17,78 M . I
Nonfisik . Nonfisik

" 4

DAK Fisik 365,7 M/
58 Daerah

.
DAK 127,9 M/ %
Nonfisik 148 Daerah

Rp13,03 M

. v g
18 AlokasiDAK  Rp 83,49 M " —r A
wm  AN0KASL e P s
Fisik ’ P, SN
38 Alokasi DAK  Rp29,06 M “ Y 4
s .
19.  AlokasiDAK  Rp 135,68 M B Mokasiak 45,81 M
Alokasi DAK Rp42,95 M 22 Alokasi DAK Rp22,32 M

50 P
meai Monfisik wew Nonfisik

Gambar 34. Sebaran pagu Alokasi DAK Tahun 2022
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Gambar 35. Aplikasi PENDAKI (Aplikasi ~ Gambar 36. Aplikasi E -Performance
DAK Kemenparekraf/Baparekraf) Kemenparekraf/ Baparekraf
3. Kerangka Logis Kinerja

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi peta strategis
yang mengacu pada kinerja utama organisasi yang dijadikan dalam penentuan
kinerja seluruh pegawai. Kerangka logis kinerja yang dijadikan pedoman oleh
Kemenparekraf/Baparekraf dibakukan dalam Renstra Rerubahan
Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2022 yang telah disahkan pada Oktober 2022
4. Pemberian Rewarddan Punishment

Pemberian reward dan punishment di lingkungan  Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama diaplikasikan dengan pengurangan pagu
anggaran di tahun berikutnya terhadap satker yang tidak memenuhi capaian

kinerja pada tahun berjalan.

d. Akuntabilitas Kinerja
Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan terdiri dari dua
subkomponen, yaitu Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja. Subkomponen
dari Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan tersebut, antara lain:
Opini BPK
Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan

keuangan adalah opini laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan
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oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)secara berurutan dari penilaian yang

paling rendah, yaitu: (1) Tidak diyakini kewajaran ( Advers@; (2) Tidak memberikan
pendapat (Disclaime); (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan (4) Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Penilaian ini diukur melalui kriteria pemberian opini atas
audit laporan keuangan oleh BPK yang meliputi: kesesuaian dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap
peraturan perundang -undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Sesuai Amanat Reformasi Birokrasi, Kemenparekraf/Baparekraf telah
melaksanakan Penguatan, Pengendalian Pelaksanaan APBN dalam rangka

Peningkatan Akuntabilita s Pengelolaan Keuangan Negara yang efektif dan efisien

menuju good governanadan clean governmenkKemenparekraf/Baparekraf berhasil

memperoleh predikat Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari BPK selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2015 hingga tahun 2021. Dalam
rangka meningkatkan pencapaian target opini WTP atas laporan keuangan

Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2022, telah ditempuh berbagai strategi antara

lain:

1. Melakukan re-inventarisasi terhadap nilai keseluruhan aset dan nilai barang
persediaan yang dialihkan;

2. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang kompeten
di bidang pengelolaan keuangan secara memadai melalui berbagai bimbingan
teknis dan sosialisasi;

3. Membentuk sifat dan sikap profesional dalam melak sanakan tugas dengan
meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada masing-masing satuan
kerja;

4. Menyusun rencana kerja secara jelas dan terukur untuk mencapai kualitas
laporan keuangan yang baik dimulai dari proses perencanaan sampai dengan
pelaporan;

5. Memahami pemanfaatan laporan keuangan yang tidak hanya untuk keperluan

pertanggungjawaban, namun juga sebagai bahan pertimbangan dalam

B’
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pengambilan keputusan;
Mengupayakan pemberikan reward and punishmenbagi pengelola akuntansi

dan pelaporan keuangan;

. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

keuangan negara sehingga terwujud laporan keuangan yang andal dan
akuntabel;

Melakukan peningkatan koordinasi yang baik antar unit -unit terkait dalam
pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;dan

Melakukan penerapan dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan

Keuangan.

Adapun kegiatan -kegiatan yang dilakukan dalam rangka percepatan

akuntabilitas dan peningkatan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a.

b.

_'

)

Kegiatan Penyelesaan Masalah Perbendaharaan;

Meningkatkan pengelolaan PNBP melalui Pemantauan laporan realisasi
anggaran pendapatan secara intensif;

Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kementerian Tahun 2021 Unaudited
dan Audited, Laporan Keuangan Semester | Tahun 2022, séa Laporan
Keuangan Triwulan Il Tahun 2022.;

Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ;

Pada tahun 2022Kemenparekraf/Baparekraf sudah menggunakan Aplikasi

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ;

Penggunaan Aplikasi Penyusunan CALK dalam Penyusunan Laporan

Keuangan Tingkat Satuan Kerja;

Kegiatan Pembinaan Pengelola BMN Barang/Jasa di Lingkungan
Kemenparekraf/Baparekraf; dan

Tindak lanjut temuan BPK.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target Opini
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Laporan Keuangan tahun 2022, sehingga berakibat pada pencapaian yang belum

maksimal adalah:

1) Belum optimalnya komitmen para pejabat pusat dan daerah dalam
mendorong kualitas laporan keuangan dan percepatan penyelesaian temuan
sehingga terkesan lambat dalam menindaklanjuti temuan dalam LHP BPK;

2) Penerapanreward and punishmeriielum ada sehingga para pelaksana kurang
termotivasi untuk meningkatkan kinerja di lingkungan unit kerja masing -
masing;

3) Pergantian operator penyusun Laporan Keuangan pada beberapa satuan
kerja, khususnya satuan kerja yang baru;

4) Ketidakseragaman penggunaan akun COVID selama tahun 2022;

5) Inventarisasi barang milik negara belum selesai. Kondisi ini berpotensi
mempengaruhi kinerja akuntabilitas Kemenparekraf/Baparekraf khususnya
opini keuangan, mengingat permasalahan barang milik negara ini
merupakan penyumbang terbesar opini disclaimer yang diperoleh
Kemenparekraf/Baparekraf; dan

6) Adanya permasalahan teknis dalam Aplikasi SAKTI.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mem inimalisir permasalahan:

1) Melaksanakan percepatan proses pengadaan barang/jasa dengan melakukan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin
dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi;

2) Menyusun petunjuk teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, petunjuk teknis
(DAK) dan petunjuk teknis lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan
yang tercantum dalam DIPA,;

3) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi lain terkait permasalahan yang
ditemui pada saat pelaksanaan, dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan
Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) terkait proses pengadaan barang dan jasa serta Kementerian Keuangan

B’
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terkait proses pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan;

4) Melakukan bimtek dan sosialisasi penggunaan akun COVID-19 dalam rangka
penyusunan Laporan Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf; dan

5) Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, telah
dilakukan upaya sebagai berikut :

I.  Membentuk Tim Pengelola Perbaikan Sistem PNBP untuk memperbaiki
Sistem Pengelolaan PNBP;

ii. Melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan serta Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan untuk penetapan saldo aset persediaan hasil
likuidasi;

iii. Melaksanakan pembenahan menyeluruh atas pengelolaan Aset Tetap;

iv. Sudah dibuat laporan tim inventarisasi aset tentang rencana aksi
penyelesaian tindak lanjut temuan BPK;

v. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan Tim
Reinvetarisir aset;

vi. Melakukan In House Trainingdan pendamping an dengan instansi terkait
(Kementerian Keuangan dan BPKP); dan

vii. Melakukan sosialisasi peraturan terbaru dari Kementerian Keuangan.

5) Melakukan koordinasi terkait permasalahan teknis dalam Aplikasi SAKTI
dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat
Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan, Kementerian

Keuangan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja (  SAKIP)

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah melakukan
koordinasi dalam  melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada

_'
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Kemenparekraf/Baparekraf. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerintah.

Siklus dan Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi Kinerja v 3 Perjanjriran Kinerja

i Pelaporan Kinerja 1

Gambar 37. Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas
pertanggungjawaban atas hasil (outcomg terhadap penggunaan anggaran dalam
rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, serta
memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan surat MenPANRB
Nomor MB/93/M.A.A.05/2022 tertanggal 7 Maret 2022, nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja (SAKIP) Kemenparekraf/Baparekraf yang pada tahun 2021 memperoleh
skor 78,11 (kategori BB).Sedangkan pada tahun 2022, melalui Surat Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB
Nomor B/746/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022
Kemenparekraf/Baparekraf mendapatkan nilai sebesar 78,66 dengan predikat
? ! 1. Metode perhitungan indikator kinerja sasaran kegiatan terkait dengan nilai

penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan cara sebagai berikut:
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Mengambil data dari Hasil Evaluasi Implementasi AKIP oleh Inspektorat Utama/

Hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB

Tabel 19. Rincian hasil evaluasi AKIP Kemenparekraf/Baparekraf Tahun

2022

NO. Komponen yang Dinilai Bobot Nilai

1. Perencanaan Kinerja 30 24,26

2. Pengukuran Kinerja 30 22,69

3. Pelaporan Kinerja 15 13,11

4. | EvaluasAkuntabilitas Kinerja| 25 18,6
Internal

Nilai Hasil Evaluasi

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi tahun 2022 ? UP E E O w E b E Edérifjdh s &véluasi
tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen
dan subkomponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini menitikberatkan
pada implementasi akuntabiltas kinerja baik pada level pusat maupun level unit
kerja eselon |I.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas Kkinerja
Kemenparekraf.Baparekraf tahun 2022 sebagai berikut:
1) Perencanaan Kinerja
Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan perubahan terhadap rencana
strategis (renstra) di tingkat kementerian/badan yang diikuti juga dengan
perubahan rumusan kinerja di level unit /satuan kerja. Selain itu juga telah
disusun penjenjangan kinerja yang tertuang dalam peta strategis tingkat
berdasarkan renstra perubahan 20202024.
Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam

perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:
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1 Penyempurnaan rumusan kinerja baik di tingkat pusat maupun unit kerja

belum optimal, karena masih terdapat rumusan sasaran strategis yang belum
berorientasi outcomeserta indikator kinerja yang belum relevan, spesifik, dan
cukup dalam mencapai sasaran startegis;

1 Pohon Kkinerja/cascadingkinerja yang telah disusun belum seluruhnya
memiliki hubungan kausalitas atau Critical Succes FactofCSF) yang tepat,
karena masih ditemukan penjenjangan kinerja yang sama/redundant antar
level kinerja sehingga hubungan kinerja menjadi kurang logis;

1 Setiap pegawai sudah merumuskan kinerja individu masing-masing yang
tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), namun SKP yang disusun
belum sepenuhnya memberikan gambaran kinerja individu yang menunjang
pencapaian kinerja organisasi.

2) Pengukuran Kinerja

Kemenparekraf/Baparekraf telah melakukan penguk uran terhadap capaian

program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja seluruh unit kerja

dengan menggunakan aplikasi e-performance Selain itu

Kemenparekraf/Baparekraf juga melakukan pengukuran kinerja individu

dengan aplikasi ekinerja Namun demik ian masih terdapat hal yang perlu

diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

1 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada beberapa unit kerja masih
berorientasi pada penyerapan anggaran. Sedangkan kinerja belum
dilakukan monitori ng dan evaluasi. Sehingga belum diketahui tingkat
ketercapaiannya; dan

1 Pengukuran kinerja individu pakai aplikasi ekinerjabelum dijadikan dasar
dalam pemberian tunjangan kinerja. Pemberian tunjangan kinerja hanya
berdasarkan absensi, perilaku, dan laporan kegiatan harian.

3) Pelaporan Kinerja
Kemenparekraf/Baparekraf telah Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2021 serta telah menyampaikan laporan dengan tepat waktu. Laporan

_'
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kinerja tersebut telah direviu oleh Inspektorat, telah menyajikan realisasi k inerja

yang telah diperjanjikan serta telah membandingkan dengan capaian realisasi
tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan standar Peraturan Menteri PANRB

Nomor 53 Tahun 2014.

Namun demikian masih terdapat yang perlu diperhatikan dalam pelaporan

kinerja dimana informasi kinerja yang dilaporkan pada laporan kinerja belum

sepenuhnya menjadi bahan pertimbangan dalam menyesuaikan target dan
strategi untuk mencapai kinerja ke depan.
4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki Permenparekraf Nomor 1 Tahun 2019

yang telah memuat terkait pediman pelaksanaan evaluasi AKIP Internal.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan

kinerja di antaranya sebagai berikut:

1 Pedoman evaluasi AKIP Internal belum mengacu pada Peraturan Menteri
PANRB Nomor 88 Tahun 2021,

1 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melaksanakan evaluasi
AKIP Internal pada tahun 2022, namun hasil evaluasi yang disampaikan
belum memuat rekomendasi yang spesifik un tuk unit kerja yang dievaluasi;
dan

1 Hasil evaluasi AKIP Internal belum dimanfaatkan sebagai dasar
pertimbangan pemberian reward and punishmeragi unit kerja.

5) Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka telah mengefektifkan penerapan

akuntabilitas kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Mendorong kembali penyempurnaan perencanaan kinerja pada tingkat
kementerian dan seluruh unit kerja/satuan kerja untuk lebih memastikan
adanya keselarasan perencanaan kinerja antararenstra dan PK, dan
merumuskan tujuan dan sasaran yang berorientasi outcomepada level

kinerjanya, serta indicator kinerja yang lebih relevan, spesifik, dan cukup
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untuk mengukur keberhasilan kinerja yang ditetapkan;

b. Mereviu kembali penjenjangan kinerja yan g dimiliki agar memastikan
hubungan antara level kinerja disusun dengan mempertimbangkan CSF
dengan cara memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan kedalam
SKP, sehingga hungan antara level kinerja terbentuk sebabakibatnya;

c. Memastikan perumusan Kkin erja individu setiap pegawai benar -benar
terkait dengan kinerja organisasi dengan menyusun matriks pembagian
peran hasil, kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan
ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang
kinerja organisasi;

d. Mengoptimalkan aplikasi eperformancesebagai alat untuk monitoring
pencapaian kinerja organisasi dan setiap unit kerja;

e. Menerapkan kebijakan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian
kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individ u dengan
memanfaatkan toolspengukur kinerja yang sudah ada;

f. Memanfaatkan informasi kinerja sebagai pertimbangan dalam
merumuskan perencanaan kedepannya termasuk dalam penetapan target
agar dapat mendukung ketercapaian kinerja kedepannya;

g. Melakukan reviu dan penyesuaian pada pedoman evaluasi AKIP agar dapat
selaras dengen ketentuan evaluasi pada Peraturan Menteri PANRB Nomor
88 Tahun 2021,

h. Menyampaikan hasil evaluasi AKIP internal dalam bentuk laporan hasil
evaluasi yang dilengkapi dengan catatan serta rekomendasi yang spesifik
untuk unit yang dievaluasi. Setelah itu tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP
internal agar dipantau oleh Inspektorat guna perbaikan implementasi
SAKIP yang berkelanjutan; dan

i. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai dasar pertimbangan
pemberian reward andpunishmentsehingga dapat menjadi penyemangat

bagi setiap unit kerja untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi
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SAKIP.

Kedepannya, Kemenparekraf/Baparekraf akan menerapkan atau
mengimplemtasikan rek omendasi di atas agar terjadi peningkatan kualitas
evaluasi AKIP, serta dapat mengoptimalkan kinerja satuan kerja dalam
pencapaian dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam unit kerjanya

di tahun -tahun mendatang.

e.Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Pada indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik hanya terdiri dari satu
subkomponen, yaitu Persepsi Kualitas Pelayanan. Indeks Persepsi Kualitas
Pelayanan (IPKP) merupakan indikator dari Kualitas Pelayanan Publik. Persepsi
Kualitas Pelayanan bisa didapatkan dari penilaian dari masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

Survei kepuasan layanan informasi publik Kemenparekraf/Baparekraf
dimaksudkan untuk membangun hasil penilaian terhadap layanan informasi
melalui layanan survei di information centemelalui interkoneksi dan sinergi dari
data serta informasi yang dihasilkan oleh masing ¢ masing unit kerja. Adapun
tujuannya adalah:

1 Perwujudan penilaian terhadap pelayanan informasi yang terdapat di
Kemenparekraf/Baparekraf;

1 Memberikan feedbacktas kemudahan dalam mengaksesdata dan informasi
oleh masyarakat luas;

1 Peningkatan kualitas pelayanan informasi baik internal dan eksternal bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

1 Menumbuhkembangkan citra positif Kemenparekraf/Baparekraf.

Kolaborasi dengan unsur pentahek yaitu media adalah salah satu kekuatan
yang sangat memberikan dampak yang signifikan terkait publikasi pemberitaan

berbagai program dan keberhasilan yang telah dilakukan oleh
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Kemenparekraf/Baparekraf. Berdasarkan hasil analisis berita positif terkait

Kemenparekraf/Baparekraf yang dipublikasikan di media cetak, elektronik dan

onlinedi media nasional dan internasional sebagai berikut :

Media Cetak Nasional 47.997 lerita
Media Elektronik 3.819 berita
Media Online Nasional 1.811 berita
Media Cetak Internasional 51.412 berita
Media Elektronik Internasional 7.729 berita
Media Online Internasional 2.135 berita
Media Cetak Nasional 47.497 berita
Media Elektronik Nasional 3.819 berita
Media Online Nasional 1.811 berita

f. Nilai Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Indikator Nilai Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme yang selanjutnya disebut KKN pada tahun 2022 di lingkungan
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Aspek nilai pemerintah yang bersih
dan bebas KKN tersebut tampak pada GOL atau Gratifikasi OnLine yang
merupakan aplikasi berbasis internet yang diluncurkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan mempermudah Pelapor dalam
menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK. GOL tersedia dalam versi mobile
dan weh Dengan adanya aplikasi GOL,pelaporan menjadi lebih mudah, praktis,

dan cepat.
Kemenparekraf/Baparekraf, dalam hal ini Sekretariat

Kementerian/Sekretariat Utama telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor
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KM/3/HK.00.00/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi

Kemenparekraf/Baparekraf yang menyatakan bahwa Kemenparekraf/Baparekraf
turut berpartisipasi  dalam  pemberantasan KKN, sebagai upaya
pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Selain dengan telah berpartisipasinya Kemenparekraf/Baparekraf dalam
pemberantasan KKN, diperlukan juga Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
(IEPK) sebagaikerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan

dan penanganan risiko korupsi di Kemenparekraf/Baparekraf.

Dalam rangka pencapaian nilai IEPK, Sekretariat Kementerian/Sekretariat

Utama telah melaksanakan langkah-langkah strategis sebagaiberikut , yaitu:

1. Mengimplementasikan kebijakan antikorupsi telah nyata diimplementasikan
pada semua kegiatan, namun belum ada reviu dan evaluasi terhadap
efektivitasnya yang dilakukan secara formal dan terjadwal. Dibuktikan
dengan adanya Peraturan LHKPN, Gratifikasi, serta satgasnya;

2. Melaksanakan tindak lanjut atastemuan kejadian korupsi/perilaku koruptif;

3. Melaksanakan kebijakan dan didukung dengan SDM yang bekerja sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan pengendalian intern dan mendorong
penerapan kebijakan dalam berbagai interaksi kepada jajaran di bawahnya;
dan

4. Penerapan pengambilan keputusan strategis unit kerja dan operasional unit

kerja dengan mempertimbangkan risiko.

g. Kinerja Organisasi

Pada indikator Nilai Kinerja Organisasi terdiri dari 2 (dua) subkomponen,

yaitu Capaian Kinerja dan Kinerja Lainnya yang pada tahun 2022 di lingkungan
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Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang dikeluarkan KemenPANRB.

Subkomponen dari Nilai Kinerja Organisasi tersebut antara lain sebagai berikut:

Capaian Kinerja

Capaian kinerja dari Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 202 dapat juga
dilihat dari penilaian dari K/L di luar Kementerian ini. Diantaranya adalah Nilai
Kinerja Anggaran (NKA) yang didapat atas penilaian Pelaporan SMART dan
IKPA (Kemenkeu), sertaPelaporan E-Monev (Kementerian PPN/Bappenas).

Berdasarkan PMK 249/ PMK.02/2011pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) intinya
adalah mengamanatkan dalam rangka mendukung proses Evaluasi Kinerja yang
diselenggarakan melalui sistem informasi yang terintegrasi, dalam hal ini untuk
capaian kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretaiat Utama dapat dilihat dari
capaian kinerja Kemenparekraf/Baparekraf melalui aplikasi SMART DJA,
Kemenkeu.

Sedangkan aplikasi E-Monev merupakan aplikasi pelaporan data hasil
pemantauan yang dikembangkan dan dijalankan sejak PP 392006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
diterbitkan.  Penyempurnaan aplikasi ini dilakukan seiring dengan
penyempurnaan proses penyusunan dan dokumen perencanaan (RenjaKL) serta
meningkatnya permintaan akan kebutuhan data hasil pemantauan yang lebih
berkualitas guna mendukun g pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang
lebih baik. Evaluasi kebijakan publik seharusnyajuga menilai intervensi yang
dilakukan pemerintah (pelaksanaan program dan kegiatan) dan bukan hanya
pada data hasil capaian pembangunan semata.

a. SMART (Kemenkeu)
Berdasarkan aplikasi SMART Kemenkeu untuk pencapaian Kkinerja
Kemenparekraf/Baparekraf tahun 202 sampai saat laporan disusun, nilai
kinerja pada Aplikasi SMART masih dalam proses verifikasi oleh Kemenkeu.

Penilaian nilai kinerja ini juga tidak murni melalui pencapaian/penginputan
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pada aplikasi SMART saja,namun nilai IKPA Kementerianpun menjadi salah
satu indikator penilaian. Adapun skema penilaiannya adalah melalui aplikasi

SMART (60 %)dan IKPA (40%).

b. E-Monev Bappenas

Pemantauan dan pelaporan menjadi 2 (dua) aktivitas berbeda yang saling
terkait. Pemantauan merupakan aktivitas mengamati perkembangan
pelaksanaan, dimana data hasil pengamatan tersebut dilaporkan melalui
aplikasi e-Monev. Data yang telah dilaporkan tersebut digunakan kembali
secara berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi.
Berikut di bawah ini adalah pelaporan E-Monev BappenasTriwulan 11l tahun

2022 untu k Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu:

Executive Summary
Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Triwulan Il Tahun Anggaran 2022

Data Terverifikasi
25/10/2022 0

Diay
Profil Kementerizn/Lembaga

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
Jumlah Komponen

928

Jumlah Program

3

Jenis Kamponen
Tidak Diketahui: 4

Jumlah Kegiatan Jumlah KRO Jumlah RO

46 177 376 Ferog | 310

suier | 402 " | 151

Indikator | 123

Kinerja Kegiatan

RO Major | 43

Project

e o et rosser | 574

Gambar 38. Capaian Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf melalui aplikasi E -Monev
Triwulan Il BappenasTA 202

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 202




wonderful =
mndonesia ¢

Kinerja Lainnya
Atas pencapaian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama pada tahun

2022 disampaikan terima kasih atas kerja sama dari berbagai pihak, penghargaan

tersebut di antaranya:

Penghargaan Dokumentasi

JDIH Kemenparekraf mendapatkan
penghargaan dari BPHN
Kemenkumham dalam acara JDIH
Nasional Award Tahun 2022 sebagai
Anggota JDIH Nasional Terbaik IT
Kategori Kementerian

JDIH Kemenparekraf mendapatkan
penghargaan dari Kemenkomarves
dalam acara Rakor Hukum
Kemenkomarves Tahun 2022 dengan
Kategori sebagai Koleksi Dokumen
dan Informasi Hukum Terlengkap

BKN Award Tahun 2022, dari 5
kategori yang dinilai,
Kemenparekraf/Baparekraf meraih 4
(empat) penghargaan pada kategori :

Kategori Implementasi Manajemen
ASN predikat “Terbaik” dengan nilai
A, Kategori Penilaian Kompetensi
peringkat 3, dan Kategori
Implementasi Penerapan Manajemen
Kinerja peringkat 5

Kategori Perencanaan Kebutuhan dan
Mutasi Kepegawaian peringkat 2

Anugerah Meritokrasi Manajemen
ASN Tahun 2021 dengan Predikat

"Baik”, yang diselenggarakan oleh ENGHARGAAN PENERAPAN SISTEM
MANAJEMEN AS&. BAGI JA'STANSI P
KASN tahun 2022. R A = |
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